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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (RUU tentang Provinsi Jawa Timur) dengan baik dan lancar. RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 (tujuh) RUU Provinsi yang ditugaskan oleh Komisi II DPR RI. 

Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, yang dilakukan oleh tim penyusun yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul Komisi II DPR RI, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf rancangan undang-undangnya.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik, tim penyusun telah melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait diantaranya akademisi dari Universitas Airlangga dan lain-lain. Selain itu tim penyusun juga melakukan pengumpulan data ke Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap pengaturan tentang Provinsi Jawa Timur.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. 
NIP. 197004291998032001
DAFTAR ISI 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia terbagi menjadi 8 (delapan) Provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Akan tetapi sejalan dengan berdirinya Republik Indonesia Serikat, pada tahun 1948 dibentuklah negara federal Madura dan Jawa Timur. Tepatnya pada Tanggal 20 Februari 1948 di Madura dibentuk Negara Madura, dan tanggal 26 November 1948 dibentuk Negara Jatim yang kemudian menjadi salah satu negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat. Namun dua tahun setelahnya, pada tanggal 25 Februari 1950 Negara Jatim dan tanggal 7 Maret 1950 Negara Madura keduanya dibubarkan, dan bergabung ke dalam Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (UU No. 2 Tahun 1950) dan dibentuklah Provinsi Jawa Timur.
UU No. 2 Tahun 1950 ditetapkan, diundangkan, dan berlaku sejak tanggal 4 Maret 1950. UU No. 2 Tahun 1950 sudah berlaku lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Selain UU No. 2 Tahun 1950, dibentuk juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Provinsi Jawa Timur, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
UU No. 2 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

2. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 2 Tahun 1950.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.

Maklumat Wakil Presiden No. X 16 Oktober 1945 disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat pada tangggal 16 Oktober 1945. Isi dari Maklumat tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.

2. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari – hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (UU No. 22 Tahun 1948) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 2 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 1950 terdiri atas 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal. UU No. 2 Tahun 1950 pada pokoknya mengatur mengenai cakupan wilayah provinsi, kedudukan pemerintahan provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan urusan rumah tangga. Selain diatur dalam UU No. 2 Tahun 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Nomor 1 Tahun 2015); dan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Mengingat UU No. 2 Tahun 1950 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1950 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, materi muatan UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan materi muatan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014.

UU No. 2 Tahun 1950 juga dibentuk sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Oleh karena itu, teknik penyusunan UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. 

Selain itu, terdapat 2 (dua) judul undang-undang yang berbeda dengan nomor dan tahun yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang  Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Dan Berita Negara R.I.S. Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang Undang Federal Dan Pengumuman Pemerintah, sehingga terjadi kerancuan hukum terutama yang menjadi dasar Pembentukan Propinsi Djawa Timur. 

Meskipun UU No. 2 Tahun 1950 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (UU No. 18 Tahun 1950), hal tersebut juga tidak menyelesaikan permasalahan mengenai kerancuan dasar hukum terkait pembentukan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan keberadaan dokumen UU No. 18 Tahun 1950 masih dipertanyakan. UU No. 2 Tahun 1950 dan UU No. 18 Tahun 1950 selalu dijadikan dasar hukum dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, akan tetapi jika dilakukan penelusuran terkait dokumen undang-undang tersebut masih sangat sulit ditemukan. Pada dokumen asli kedua undang-undang pun tidak tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan hukum terkait dengan dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Timur. 

Beberapa hal yang terkait dengan materi muatan yang diatur dalam UU No.2 Tahun 1950 juga sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan saat ini. Pasal 3 UU No. 2 Tahun 1950 yang menyebutkan jumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan jumlah Anggota DPR berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014. Dalam UU No. 2 Tahun 1950 juga tidak mengatur ketentuan mengenai Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat atau kepanjangan tangan Presiden yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing. Selain itu ketentuan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1950 yang mengatur mengenai urusan rumah tangga Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 sehingga hal tesebut perlu disesuaikan. 

Selain itu keberlakuan UU No. 2 Tahun 1950 yang disebutkan dalam Pasal 7 menyebutkan “Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.” Sehingga tanggal keberlakuan dari UU No. 2 Tahun 1950 tidak dapat dikatakan berlaku pada tanggal ditetapkan atau diundangkan, berdasarkan ketetuan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 2 Tahun 1950 tersebut yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ditetapkan. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011. Dalam lampiran II angka 150 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan tersebut diundangkan.” 

Untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut maka Komisi II DPR RI berinisiatif untuk membentuk undang-undang yang akan mengubah UU No. 2 Tahun 1950. Salah satu hasil keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 11 Januari 2022 adalah bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan penyusunan/pembentukan rancangan undang-undang kumulatif terbuka tentang perubahan undang-undang pembentukan provinsi. Salah satu undang-undang pembentukan provinsi yang akan diubah adalah UU No. 2 Tahun 1950. Berdasarkan Surat Nomor B/1519/LG.01.01/1/2022 tanggal 19 Januari 2022, Komisi II DPR RI meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap pembentukan undang-undang harus disertai dengan naskah akademik sebagai landasan dalam pembentukan rancangan undang-undang. Kegiatan pengumpulan data dengan berdiskusi bersama pemangku kepentingan yang terkait dan yang memahami permasalahan keberadaan Provinsi Jawa Timur dengan berbagai dinamikanya sangat diperlukan sebagai salah satu bahan dalam menyusun naskah akademik tersebut. 
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur yaitu belum adanya penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Timur yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan materi muatan yang belum memuat karakteristik Provinsi Jawa Timur. Dari pokok permasalahan tersebut difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana kajian teoretis dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

2. Bagaimana evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur?

3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur?

4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk: 

1.
mengetahui teori dan praktik empiris mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

2.
mengetahui keterkaitan antara materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur. 

3.
merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur. 

4.
merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Timur berguna untuk memberikan dasar atau landasan ilmiah bagi materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur. 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan, beberapa keputusan hakim, buku-buku, hasil-hasil penelitian atau kajian, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan hasil wawancara bersama pakar, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur serta perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh melalui kegiatan diskusi pakar dan kegiatan pengumpulan data. 

Selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan studi pustaka, diskusi pakar, dan kegiatan pengumpulan data tersebut dikaji dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf rancangan undang-undang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan.
Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: input terdiri dari kajian teoritis, praktik empiris serta perubahan  paradigma terkait dengan pembentukan pemerintahan daerah provinsi. Proses terdiri dari tinjauan permasalahan kebijakan terkait pembentukan Provinsi Jawa Timur serta evaluasi dan analisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang terkait. Output terdiri dari rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi RUU tentang Provinsi Jawa Timur.  

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis
1. Kinerja Politik Kekuasaan Demokratis

Dalam konsep ini, dapat dikaitkan dengan pembahasan mengenai ruang-ruang kekuasaan politik lokal, yang mana ini dapat diamati lewat proses demokratisasi di daerah. Terdapat 3 (tiga) macam ruang kekuasaan : ruang yang tertutup, ruang yang diperkenankan, dan ruang yang diciptakan. Ruang tertutup, mengandung pengertian bahwa dalam praktek pembuatan kebijakan, ruang-ruang dalam merumuskannya disetting tertutup. Berbagai keputusan dan kebijakan pemerintah daerah, yang dibuat para politisi daerah, dilakukan di belakang pintu. Partisipasi publik menjadi tertutup dan akibatnya kekuasaan di daerah menjadi tidak terkontrol, sehingga penguasa daerah semakin represif melalui cara-cara yang halus. Kedua, ruang yang diperkenankan (invited spaces) mengandung pengertian bahwa ada ruang yang diatur sedemikian rupa sebagai tempat berpartisipasinya masyarakat luas. Dengan adanya ruang ini, warga daerah bebas mengkritik dan menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan daerah.
 Hal ini merupakan ruh konsep partisipasi politik, yang menurut Huntington dan Joan Nelson, adalah suatu sikap yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang mempunyai relevansi dengan politik atau hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
 
Pemahaman di atas secara singkatnya menuntut adanya sebuah ruang publik tempat terjadinya proses komunikasi politik atau negosiasi sosial yang demokratis, yaitu yang tanpa pemaksaan, tekanan dan ancaman dalam mencapai berbagai konsensus bersama sebagai landasan dalam setiap kerjasama sosial, politik, dan kebudayaan.
 Ruang yang ketika adalah ruang diciptakan (created/claimed space). Ruang ini mengandung pengertian bahwa ada ruang yang berada di luar lembaga formal pemerintahan daerah yang memang diciptakan oleh gerakan masyarakat daerah sendiri, yang didalamnya adalah sebuah organisasi atau gerakan sosial di daerah terkait untuk melakukan perdebatan, diskusi, advokasi dan perlawanan. Di ruang ini para aktor atau elit agama dan sosial, termasuk para intelektual dan aktivis organisasi, mempunyai posisi dan memainkan peran yang kuat. Mereka memainkan peran dalam  pemberdayaan masyarakat daerah, khususnya dalam pemberdayaan dan pembelaan hak-hak masyarakat daerah.
 
Organisasi civil society sangat berperan dalam created space. Hal ini didasari oleh ruh demokrasi. Munculnya organisasi masyarakat atau civil society ini adalah merupakan hasil pengaruh dari terbukanya kran demokrasi dan desentralisasi. Demokratisasi yang secara sederhana dimaknai kebebasan, nampak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuntuk hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara.

2. Negara Kesatuan

Prinsip Negara Kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Dalam Negara Kesatuan terdapat azas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat (central government) dan pemerintah lokal (local government), sehingga urusan-urusan negara dalam negara-negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut ialah Pemerintah Pusat.

Menurut C.S.T. Kansil, Negara Kesatuan merupakan negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Negara Kesatuan dapat pula berbentuk Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat, dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Kemudian yang kedua, Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan swantara.

Perbedaan antara negara kesatuan dan federal dapat dilihat dari derajat desentralisasinya.
 Dalam negara kesatuan, desentralisasi dibagikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dan terdapat fungsi pengawasan dari pemerintah di atasnya (Pemerintah Pusat). Adanya fungsi pengawasan inilah yang menjadi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam rangka negara kesatuan.

Sri Soemantri berpendapat bahwa adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah ditetapkan dalam Konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat daripada negara kesatuan.
 Miriam Budiardjo menegaskan perbedaan negara federal dan kesatuan yang terdesentralisasi hanya bersifat nisbi.
 Miriam Budiardjo menambahkan perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal menjadi satu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.

Sementara itu, mengenai pilihan negara kesatuan merupakan sikap ambisius para pendiri bangsa ketimbang negara federal yang dianggap sebagai bentuk perpecah-belahan bangsa. Menurut Gaffar Karim, pilihan negara kesatuan pada intinya hanya visible dalam sebuah masyarakat yang memiliki character gemeinschaft relatif tunggal.
 Pilihan negara kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang didominasi oleh Pemerintah Pusat, adalah salah satu alasan untuk tetap menjaga negara kesatuan dan integritas bangsa.
 Jika pertimbangannya adalah demikian, maka tidaklah mutlak bahwa prinsip negara kesatuan secara keseluruhan terkendalikan oleh Pemerintah Pusat. Akan tetapi syarat dari negara kesatuan haruslah berdaulat, dan tidak ada lembaga atau pemerintahan lain yang berdaulat di atas kedaulatan Pemerintah (Pusat).
 Oleh karena itu, Strong  berpendapat bahwa ada 2 (dua) ciri yang terdapat dalam negara kesatuan: First, the supremacy of the centra parliament. Second, the absence of subsidiary sovereign bodies. Adanya supremasi dari DPR, dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat.
 Dengan demikian, yang menjadi hakikat dari negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan-kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan Pemerintah Pusat tidak dibatasi, karena Konstitusi Negara Kesatuan tidak mengakui badan-badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. 
Dalam suatu negara kesatuan, Pemerintah Pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada Pemerintah Pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku, akan tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangannya.

Menurut Miriam Budiardjo, negara kesatuan itu merupakan bentuk negara dimana ikatan serta integrase paling kokoh.
 Sedangkan menurut pandangan M. Yamin tentang Negara Kesatuan, disebutkan bahwa “unitarisme menghendaki satu negara yang bersatu atas dasar kesatuan. Negara Kesatuan membuang federalism, dan dijalankan dengan secara otonomi di daerah-daerah, karena untuk kepentingan daerah, maka untuk pembagian kekuasaan dan kemerdekaan harus pula dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi dan kepentingan”.

Menurut Ateng Safrudin dalam Mukhlis, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Pusat.
 UUD itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah yang satu. Namun terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara yang satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat, maka jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, menunjukkan bahwa dalam negara kesatuan tidak ada shared soverignity. Kedaulatan hanya ada di tangan negara atau pemerintah pusat, bukan di daerah. Implikasinya, negara kesatuan hanya memiliki satu lembaga legislatif, yang berkedudukan di pusat. Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya memiliki regulatory power untuk membuat peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk lembaga legislatif pusat (DPR) dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggara negara dan/atau Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat melakukan review terhadap peraturan daerah dan membatalkannya jika bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Sehingga, esensi dalam negara kesatuan, kedaulatan mutlak ada pada Pemerintah Pusat. Sementara, kekuasaan pada Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian dari Pemerintah Pusat. Di mana kekuasaan yang didelegasikan tersebut dapat ditarik atau dihapus kembali atas kedaulatan Pemerintah. Meskipun di daerah adanya badan atau lembaga pembuat peraturanperaturan (pemerintah daerah dan DPRD), namun lembaga daerah tersebut tidak memiliki kekuasaan penuh.

Oleh karena itu, terdapat beberapa kekurangan pada negara kesatuan, pertama, beban kerja Pemerintah Pusat cenderung berlebihan. Kedua, akibat keberadaan pusat pemerintahan yang jauh, mengakibatkan ketidakpekaan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat di daerah, sehingga kurang perhatian dan kepentingannya terhadap daerah. Ketiga, tidak boleh adanya daerah yang menyuarakan haknya berbeda dengan daerah-daerah lainnya, atas alasan sentralisasi semua pelayanan harus sama. Konsekuensinya, maka sering terjadi perlawanan dan konflik dengan daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga kekuasaan asal berada di pemerintah pusat. Namun kewenangan pemerintah pusat ditentukan batas-batasnya dalam undang-undang dasar dan undang- undang, sedangkan kewenangan yang tidak disebutkan dalam undangundang dasar dan undang-undang ditentukan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, Jimly juga menambahkan: “Oleh karena itu, konsep kedaulatan rakyat yang bersifat monistik, tidak dapat dipecah-pecah merupakan konsep utopis yang memang jauh dari kenyataan. Dengan demikian konsep kedaulatan rakyat itu dewasa ini cenderung dipahami secara pluralis, tidak lagi monistik. Meskipun daerah-daerah bagian dari negara kesatuan itu bukanah unit-unit negara bagian yang tersendiri, tetapi rakyat di daerah-daerah itu tetap mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri dalam lingkungan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kotanya, disamping kedaulatan dalam konteks bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Otonomi Daerah

Pemerintahan yang sentralistik menurut Loughlin (1981)berpotensi akan melahirkan “power abuse” sebagaimana adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang terkenal yaitu “Power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutly”. Ada juga yang menyatakan bahwa sentralisasi kekuasaan cenderung akan menimbulkan tirani. Oleh karena itu terbentuknya suatu pemerintahan daerah yang efektif merupakan alat untuk mengakomodasikan pluralisme di dalam suatu negara modern yang demokratis. Karenanya pemerintah daerah merupakan bentukan yang penting untuk mencegah terjadinya sentralisasi yang berlebihan,

Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Brian C. Smith, Rondinelli dan Cheema. Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian  kekuasaan  (power)  dan  kewenangan  (authority)  yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara.
  Smith menjelaskan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut : 
Dalam studi politik desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan tentorial. Desentralisasi berhubungan dengan tingkat kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui hirarki geografis negara, dan institusi-institusi dan proses dimana penyerahan tersebut terjadi. Desentralisasi memerlukan pembagian teritorial negara ke dalam daerah-daerah yang lebih kecil dan pembentukan institusi-institusi politik dan administrasi pada daerah-daerah tersebut.

Pada sisi lain, Rondinelli menyatakan bahwa desentralisasi secara luas diharapkan untuk mengurangi kepadatan beban kerja di Pemerintah Pusat. Program didesentralisasikan dengan harapan keterlambatan dapat dikurangi. Juga diperkirakan desentralisasi akan meningkatkan pemerintah menjadi lebih tanggap pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah pada rakyatnya. Desentralisasi sering juga dimaksudkan sebagai cara untuk mengelola pembangunan ekonomi nasional secara lebih efektif dan efisien melalui penyerahan sebagian kewenangan pembangunan ekonomi tersebut ke daerah. Disamping itu menurut Maddick, desentralisasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai keadaan daerah, untuk menyusun program-program daerah secara lebih responsif dan untuk bereaksi secara cepat manakala persoalan-persoalan timbul dalam pelaksanaan.

Desentralisasi sendiri melibatkan serta mengharuskan adanya berbagai macam hubungan hirarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal ataupun unitari yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang lebih rendah.79 Oleh karena itu, pada dasarnya Smith mengemukakan tiga aspek desentralisasi yakni, tuntutan untuk desentralisasi (the demand for desentralization), nilai desentralisasi (the value of decentralization), dan elemen desentralisasi (the elements of decentralization).

Brian C Smith telah berpendapat bahwa dalam menentukan kebijakan pembangunan harus merujuk pada tujuan utama desentralisasi. Brian C Smith mengemukakan 7 (tujuh) buah alasan mengapa desentralisasi demokratis seharusnya dijadikan landasan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Pertama, perencanaan pembangunan lebih efektif berdasarkan kebutuhan lokal. Perencanaan ini akan memberikan mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. kedua, desentralisasi pada tatanan lokal berdampak langsung pada penurunan masyarakat miskin. Ketiga, desentralisasi pembangunan pada tingkat lokal akan memperbaiki agen (lembaga-lembaga) lokal. Keempat, desentralisasi pembangunan di tingkat lokal akan mengurangi perubahan sosial masyarakat baik dari aspek keterasingan (indifference), sifat pesimis, dan pasif. Kelima, desentralisasi pembangunan seharusnya memberikan kecepatan dan fleksibilitas dalam pengimplementasian kebijakan dengan mengurangi tingkat direksi (instruksi) dan pengawasan pemerintah pusat. Keenam, pembangunan pada tingkat lokal akan meningkatkan kepercayaan demokrasi lokal yang pada akhirnya akan memperkuat kesatuan nasional. Pada akhirnya desentralisasi pada tingkat lokal akan mempercepat mobilisasi  dukungan terhadap perencanaan pembangunan. Dengan demikian rencana dan target pembangunan harus dikomunikasikan (koordinasi) dalam ladisi fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal (pemerintah lokal) dapat memberikan data interpretasi  kebutuhan  lokal.  indoktrinasi (terhadap manfaat program kesehatan misalnya), input atau masukan (seperti dana pendampingan dan buruh/pekerja) dan proyek swadaya  masyarakat.  Sehingga tujuan dari  desentralisasi pembangunan pada tingkatan lokal akan dapat memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran pelaksanaannya desentralisasi menghasilkan bentuk-bentuk kewenangan delegasi (dekonsentrasi) dan devolusi (desentralisasi).  Dua pandangan mendasar mengenai implementasi dekonsentrasi yang mengarah pada upaya resentralisasi dan desentralisasi yang menekankan pada devolusi kewenangan urusan. Pertama. Brian C. Smith berpandangan bahwa kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi merupakan alat pemerintah pusat yang ditujukan  untuk   memperkuat   batas-batas  (teritorial)   kesatuan   suatu   negara melalui  pembangunan. Brian C. Smith mengatakan :

ini penting menolak pandangan romantis mengenai desentralisasi. Pandangan ini bukan merupakan yang terbaik. Administrasi yang terdesentralisasi dan pemerintahan lokal dapat digunakan untuk berbagai tujuan. seperti yang dapat lakukan pemerintah pusat. Bagaimana desentralisasi dievaluasi seharusnya tergantung pada tujuan awalnya. Sentralisasi mungkin saja dianggap lebih baik jika ditujukan pada keadilan tentorial atau redistribusi kesejahteraan.

Rondinelli dan Cheema memberikan solusi atas pandangan mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan desentralisasi berbasis pada hubungan dan pertalian  antar pemerintahan yang sangat tergantung pada (a) kejelasan dan konsistensi dari tujuan-rajuan kebijakan dan tingkat/derajat dimana mereka memberi agen-agen badan/dinas/kantor) pengimplementasi arahan yang jelas untuk melanjutkan aktivitas-aktivitas yang akan mengarah pada peningkatan kinerja mereka; (b) pengalokasian fungsi-fungsi yang tepat di antara agen-agen, didasarkan pada kapasitas dan sumber daya mereka; (c) tingkatan dimana perencanaan, penganggaran dan prosedur implementasi distandardisasi dan dengan cara itu meminimalisasi konflik penafsiran yang membuat program dan kebijakan sulit untuk dikoordinasikan; (d) akurasi. konsistensi. dan kualitas komunikasi antar organisasi yang memungkinkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan memahami peran dan tanggungjawab mereka dan untuk melengkapi aktivitas-aktivitas pihak-pihak lainnya; dan(e)efektivitas    pertalian    di    antara    unit-unit    administrasi vans terdesentralisasi yang memastikan adanya interaksi di antara organisasi-organisasi dan memungkinkan koordinasi akitvitas-aktiivitas.
 
Dengan  demikian desentralisasi    pembangunan    harus    ditujukan    dalam rangka peningkatan partisipasi    masyarakat  baik dalam  proses  pembuatan  kebijakan ataupun implementasi kebijakan. yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Mengapa pemerintahan lokal dipandana lebih layak untuk mengelola urusan pelayanan dan kesejahteraan? Muttalib dan Ali Khan memberikan justifikasi dengan menjelaskan :

Pemerintah Lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan pengecualian-pengecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Keduanya merupakan alat untuk mengawasi yang berkenaan dengan mempertahankan status quo (keadaan sosial seperti sekarang atau sebelumnya) dan pengumpulan pendapatan dan menjaga kekuatan-kekuatan mengganggu agar tetap terkendali. Seperti Pemerintah nasional, pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan dengan cara itu (pemerintah lokal) telah menjadi partner atau mitra Pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka (pemerintah lokal) terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didisain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial yang radikal. Mereka (pemerintah lokal) bertanggungjawab terhadap distribusi yang adil atas pembangunan ekonomi dan sosial di antara seluruh bagian negara.

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal hingga lokal. Kebijakan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau territorial S.N Jha dan P.C Mathur memandang, desentralisasi menjadi alasan yang paling mungkin sebagai alternatif bagi pemerintah dengan sebuah pendekatan “pusat masyarakat” guna menjadi solusi persoalan lokal menyangkat peningkatan ekonomi dan keadilan sosial. Pada konteks ini, mungkin saja  dalam proses pemerintahan lokal terjadi berseberangan kewenangan dengan pemerintahan pusat, bahkan dapat pula merusak kebijakan publik yang dirancang untuk kebaikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, desentralisasi bukan sekedar melemahkan pamerintahan pusat, namun dapat pula menjamin stabilitas pemerintahan dan meniadakan sifat birokrasi kolonial guna menjamin adanya perbedaan agama, etnisitas dan minoritas.

Tipe seperti apakah yang dapat diterapkan sehingga menjadikan desentralisasi lebih efektif? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk membedakan antara pemerintah lokal yang didirikan oleh otoritas pusat dengan dinamika “buttom up” dari pemerintahan lokal yang dibentuk secara sukarela. Daerah memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan potensi lokal untuk melakukan promosi pembangunan pada tataran terbawah.Inilah yang harus dipunyai pemerintahan lokal yang dibentuk oleh otoritas pusat. Akan tetapi terjadi kegagalan dalam memahami desentralisasi ketika munculnya  fenomena mafia dalam pemerintahan lokal yang melemahkan proses politik dari pusat kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan makna filosofi dari desentralisasi menjadi sisa-sia belaka.

Maswadi Rauf  berpendapat otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi. Dalam tataran masyarakat, demokrasi berbicara tentang kebebasan individu dan kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sedangkan dalam tataran hubungan pusat-daerah, demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah)
.
Yang jelas, ujung dari hubungan pusat dan daerah  adalah kesetiaan nasional. Kesetian nasional menurut Myron Weiner
 dapat dicapai dengan mengurangi atau menghilangkan kesetiaan primordial. Hanya saja menurut Nazaruddin Syamsudin
 pandangan tersebut dapat dikritik sebab terlalu melihat persoalannya dari sudut pandang nasional, yang dalam hal ini dari puncak struktur politik. Apabila pandangan tersebut dilihat dari struktur bawah, maka masalahnya menjadi lain. Bagaimana negara atau struktur politik dapat menampung kesetiaan primordial itu dan menyalurkannya dalam suatu ikatan yang terpadu. Pandangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkembangan dinamika demokrasi di Indonesia, akan tergantung bagaimana pusat memiliki kepekaan terhadap perkembagan daerah. Karena respon daerah merupakan bentuk respon terhadap kesetiaan nasional yang dibangun pemerintah.
Desentralisasi juga dapat dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan terhadap kebijakan pembangunan nasional dengan menginformasikannya kepada masyarakat daerah untuk menggalang partisipasi didalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di daerah. Partisipasi lokal dapat digalang melalui keterlibatan dari berbagai kepentingan seperti kepentingan-kepentingan politik, agama, suku, kelompok-kelompok profesi didalam proses pembuatan kebijakan pembangunan. Dengan demikian desentralisasi sering dianggap sebagai jawaban atas kecenderungan-kecenderungan centrifugal yang disebabkan oleh rasa kesukuan, kedaerahan, bahasa, agama dan kelompok-kelompok ekonomi tertentu.

Secara politis, keberadaan pemerintah daerah sangat penting untuk mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan daerah. Pemerintah merasakan adanya kebutuhan akan kesadaran berbangsa dan kebutuhan akan kedewasaan politik dalam masyarakat agar program-program pemerintah di daerah mendapatkan dukungan secara entusias dari masyarakat sehingga penggunaan paksaan dan kekerasan dapat dihindari. Meluasnya kesadaran politik dapat ditempuh melalui partisipasi masyarakat dan adanya pemerintahan yang tanggap untuk mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan daerah kedalam kebijakan-kebijakan pembangunan dan adanya akuntabilitas kepada masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian secara politis desentralisasi akan memperkuat akuntabilitas, ketrampilan politis dan integrasi nasional. Desentralisasi akan membawa pemerintah lebih dekat kepada rakyat, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan menciptakan rasa kebebasan, persamaan dan kesejahteraan. Dengan adanya wakil-wakil rakyat di pemerintahan daerah yang dipilih, akan terdapat jaminan yang lebih baik bahwa tuntutan-tuntutan masyarakat luas untuk ikut dipertimbangkan didalam pembuatan kebijakan lokal. Keputusan- keputusan yang dibuat akan lebih terinformasikan sehingga akan lebih sesuai dengan kondisi setempat, dan dapat diterima masyarakat yang pada gilirannya akan lebih efektif.
Konsep otonomi terkait erat dengan hubungan pusat dan daerah. Menurut SH Sarundajang
 untuk menjelaskan hubungan pusat dan daerah dua tipe yaitu: Pertama, disebut sentralis, yaitu segala urusan, tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Kedua, disebut dengan desentralisasi, dimana urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah. Dalam realitanya hubungan pemerintah pusat dan daerah tidak selalu berjalan harmonis. Penyebabnya bisa karena distribusi kekuasaan yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah yang berjalan seimbang dan tidak adil. Distribusi kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk mandat, jelas membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Konflik kekuasaan itu semakin jelas terasa di era reformasi dan otonomi daerah.
Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Sehingga kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat  serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melibatkan masyarakat secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Peranan rakyat daerah perlu dilepaskan dari dominasi oleh sekelompok elite daerah atau paksaan akan konsensus untuk mengarah kepada dinamika masyarakat yang demokratis didalam pembuatan keputusan-keputusan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam menyatakan kebutuhan-kebutuhannya dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di pemerintahan daerah akan merupakan alat yang sangat penting dalam mengoreksi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Secara ekonomis desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi yang terlihat dari terpenuhinya kebutuhan rakyat daerah melalui pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam atas barang dan jasa publik sesuai dengan kekhususan wilayahnya. Sebagai contoh, pemerintah daerah menyediakan fasilitas-fasilitas pariwisata untuk daerah dengan karakter parawisata yang dominan. Secara ekonomis desentralisasi dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pelayanan pemerintah karena mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan secara efektif memanfaatkan sumber daya manusia.
Keberadaan pemerintah daerah tidaklah semata-mata untuk memberikan pelayanan masyarakat, tapi juga untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam kegiatan pemerintah daerah guna mengembangkan kreativitas dan bakat- bakat mereka. Pemerintah daerah telah menjadi sarana pendidikan politik yang berhasil baik di negara maju maupun di negara berkembang. Disamping itu, secara ekonomis dan administratip, pemerintah daerah dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan strategi di bidang pembangunan.
Pada sisi lain, gejala berubahnya struktur masyarakat dari agraris dengan karakter sosial yang relatip homogen ke arah masyarakat industri yang heterogen telah menyebabkan menipisnya ikatan-ikatan primordial yang umumnya menjadi benang perekat munculnya ikatan regional. Kebijakan desentralisasi dalam bentuk pemberian otonomi sebagai respon dari sentimen regional tersebut menjadi semakin kehilangan basis dalam masyarakat yang berubah kearah perkotaan. Makin kuat gejala perkotaan yang timbul, akan makin lemah ikatan atas basis primordialisme, karena masyarakat akan cenderung diikat oleh kepentingan yang rasional. Keadaan ini diperkuat lagi dengan menggejalanya anonimitas pada masyarakat perkotaan yaitu masyarakat yang anonim yang ditandai dengan renggangnya ikatan-ikatan sosial. Namun perubahan dari gejala primordial ke gejala rasional pada masyarakat perkotaan bukan berarti pemerintah daerah dapat mengabaikan unsur akuntabilitas.
Bentuk akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat perkotaan akan berbeda dengan masyarakat pedesaan yang homogen. Reaksi masyarakat yang heterogen akan lebih bertumpu kepada kualitas pelayanan yang dirasakan oleh mereka. Masyarakat perkotaan akan kurang tertarik pada pembagian unit pemerintahan yang berlandaskan pembagian geografis, namun akan lebih memusatkan perhatian pada jenis dan kualitas pelayanan yang mereka peroleh dari pemerintah daerah. Kalau pada masyarakat yang homogen lebih menekankan pada format desentralisasi dalam arti bahwa eksistensi mereka diakui, maka masyarakat kota akan lebih menekankan pada substansi atau isi dari desentralisasi tanpa terlalu memperhatikan format desentralisasi tersebut dalam struktur pemerintahan.
4. Otonomi Daerah di Indonesia

Desentralisasi menurut Smith mengharuskan adanya pelibatan berbagai macam hubungan hirarki yang menggabungkan berbagai institusi dan fungsi-fungsi baik pada tingkatan negara federal maupun unitari yang mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintahan yang berada dibawahnya. Konsep dasar desentralisasi menurut Smith merujuk pada tiga unsur yaitu tuntutan untuk desentralisasi (the demand for desentralization), nilai desentralisasi (the value of decentralization), dan elemen desentralisasi (the elements of decentralization). 

Otto Bauer dan Ernest Renan yang pendapatnya dikutip oleh Sukarno dalam bukunya “Di Bawah Bendera Revolusi” menyatakan bahwa suatu bangsa lahir karena adanya penderitaan yang sama. Itulah sebabnya ketika suku-suku bangsa yang ada di Nusantara yang sama-sama di bawah satu penderitaan yaitu dijajah oleh Belanda, mereka pada tanggal 28 Oktober 1928 bersumpah berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Peristiwa ini yang kita ingat dan peringati setiap tahunnya sebagai hari Sumpah Pemuda. Inilah cikal bakal yang membentuk bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia yang kemudian di bawah pimpinan Sukarno dan Hatta yang menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah “Grondwet” atau hukum dasar dimana bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur. Dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 mengatur bangsa Indonesia yang merdeka tersebut untuk pertama kalinya membentuk pemerintah negara Indonesia. Ini yang kemudian menjiwai Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan (unitary country) yang berbentuk republik (res publica) yang berarti kekuasaan ada ditangan rakyat. Tugas pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut perdamaian dunia yang dilandasi oleh semangat sila-sila Pancasila.

Apa yang diatur dalam pembukaan konstitusi oleh pendiri bangsa Indonesia adalah sejalan dengan pemikiran besar dari Jean Jaques Rousseau ahli filsafat dari Perancis dalam teorinya Du Contract Social dan John Locke dari Inggris yang menyatakan bahwa untuk mencegah terjadinya kekacauan, maka suatu bangsa sepakat membuat institusi yang namanya pemerintah. Jadi tugas pertama pemerintah adalah menciptakan “Law and Order”. Tugas kedua pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan atau “Welfare” bagi warganya. Dari pemikiran tersebut lahir cikal bakal konsep “welfare state” atau negara kesejahteraan. 

Dalam menciptakan kesejahteraan, bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan menganut kebijakan desentralisasi dengan membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam provinsi-provinsi dan setiap provinsi dibagi dalam kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian ada dua susunan pemerintahan daerah otonom di Indonesia yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kemudian pada ayat (5) Pasal yang sama mengatur bahwa daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ketentuan tersebut yang kemudian melahirkan berbagai kebijakan otonomi daerah dari masa kemasa sejak kemerdekaan Indonesia. 

Apabila otonomi daerah dipersepsikan sebagai hak daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, maka kebijakan otonomi daerah di Indonesia diwarnai dengan pasang surut yang ditandai dengan perubahan berbagai peraturan perundang- undangan yang melatar belakanginya. Masa pasang otonomi ditandai dengan diberikannya diskresi (discretionary power) yang luas bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka masa surut ditandai dengan tingginya campur tangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. 

Secara ringkas implementasi otonomi di Indonesia diwarnai dengan gejala pasang surut dilihat dari latar belakang undang-undang otonomi daerah sejak kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan kita memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pelaksanaan otonomi sangat diwarnai oleh warna sentralisasi. Hal ini dapat dimaklumi pada awal kemerdekaan, karena terbatasnya sumber dana dan sumber daya akan memaksa pemerintah untuk lebih memilih pendekatan sentralistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun tiga tahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan nuansa desentralisasi yang kuat. Suasana politik waktu itu sangat dipengaruhi oleh semangat partisan sebagai bentuk euforia pasca kemerdekaan dengan dianutnya kabinet parlementer yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet pemegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang sangat desentralistik diwarnai dengan adanya pemisahan antara pejabat daerah dengan pejabat pusat. Hal ini tidak terlepas dari pemilu pertama tahun 1955 yang demokratis. Bahkan pada waktu itu sebagaimana diungkapkan oleh Bayu Suryaningrat, timbul dualisme struktural antara pejabat pusat yang ditugaskan di daerah dengan pejabat daerah otonom (split model) mengambil istilah Leemans. 

Kemudian pasca Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 dikeluarkanlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang bernuansa sentralistik. Hampir semua jabatan bupati dan walikota diambil dari pamong praja yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini timbul sebagai refleksi dari dibubarkannya DPR dan MPR melalui Dekrit Presiden dan dibentuklah DPRS dan MPRS. Era tahun 1960an partai politik bangkit kembali ditandai dengan lahirnya poros nasakom. Dalam konteks otonomi daerah lahirlah Undang-Undang 18 Tahun 1965. Bahkan waktu itu muncul tuntutan agar dibentuk daerah tingkat III berbasis di kecamatan. Setelah G 30S/PKI tahun 1965, lahir Orde Baru yang dalam konteks otonomi daerah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang bernuansa sentralistik.

Pada waktu Orde Baru, kepala daerah menjalankan fungsi ganda (dual roles). Kepala daerah tidak hanya sebagai kepala daerah otonom tapi sekaligus juga berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah (fused model memakai istilah Leemans). Akhirnya terjadi krisis moneter yang kemudian memicu krisis multi dimensi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan melahirkan reformasi dengan agenda utama demokratisasi.

Dalam konteks otonomi daerah lahirlah UU tentang Pemda Tahun 1999 yang merupakan kebalikan arah dari sentralisasi menuju ke ekstrim yang berlawanan yaitu otonomi seluas-luasnya. Hubungan Pusat dan daerah bukan lagi sinerjik bahkan sering bernuansa bertentangan secara diametrik. Pokok persoalannya terletak pada belum siapnya baik Pusat maupun Daerah dalam menyikapi otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya. Pusat yang secara empiris belum siap untuk kehilangan perannya sebagai pengatur dan pengurus yang sering dipraktikkan di era Orde Baru yang sentralistik. Sedangkan Daerah yang sangat antusias pada kebebasan dengan kapasitas yang terbatas serta belum siap untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut.

Ketidakharmonisan hubungan Pusat dan Daerah yang terbentuk semasa diberlakukannya UU tentang Pemda Tahun 1999 dicoba diakhiri dengan mengubah Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2004). Undang-Undang ini mencoba membentuk keseimbangan baru antara hubungan Pusat dan Daerah. Kewenangan Daerah mulai ditata dengan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara tegas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (PP 38 Tahun 2007). Namun dalam praktik pembagian kewenangan tersebut sering dianulir oleh pengaturan kewenangan dalam undang-undang sektor yang sering bertentangan dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan posisi peraturan pemerintah adalah lebih rendah dari undang-undang, maka tetap saja masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah. Pusat akan bertahan pada undang-undang sektor yang mengaturnya. Sedangkan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU tentang Pemda Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kondisi tersebut yang kemudian menjadi salah satu pemicu diubahnya UU tentang Pemda Tahun 2004 menjadi UU tentang Pemda Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU tentang Pemda Tahun 2014 (UU tentang Pemda) yang mengatur pemerintahan daerah sampai sekarang ini.

Perubahan berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat diwarnai oleh perubahan suasana politik pada waktu undang-undang tersebut dibuat. Perubahan suasana politik akan mempengaruhi suasana kebatinan penyusunan undang-undang otonomi daerah. Namun demikian pelajaran yang dapat kita ambil adalah perubahan tersebut sangat diwarnai dua hal yaitu aspek “diskresi” (the degree of discretion of local government) dan aspek “intervensi” (the degree of intervention of central government toward local government) yang kemudian akan mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Ini merupakan suatu “continuum” antara sentralisasi dan desentralisasi. Tidak ada suatu negara yang dapat melakukan segregasi secara absolut antara sentralisasi dan desentralisasi. Ini adalah pencarian keseimbangan antara kepentingan nasional (sentralisasi) dan kepentingan daerah (desentralisasi). Hal ini juga membuktikan selalu ada upaya mencari keseimbangan antara sentralisasi dengan desentralisasi sesuai perkembangan kondisi sosial politik, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada waktu undang-undang otonomi daerah tersebut disusun.

Ada beberapa isu strategis dalam UU tentang Pemda yang perlu dicermati sebagaimana terurai di bawah ini.

Pertama: Isu Penegasan Hubungan Pusat dan Daerah

Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memang memberikan otonomi yang seluas-luasnya ke daerah. Namun konstitusi tidak mengatur kekuasaan siapa yang diotonomikan seluas-luasnya ke daerah. Masalahnya setelah reformasi yang ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah dilakukan empat kali, konstitusi Indonesia tidak diikuti penjelasan karena sejak reformasi penjelasan konstitusi dihapus. Untuk itu maka tergantung interpretasi dari pembentuk undang-undang untuk menafsirkannya. Koreksi akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi manakala terjadi yudicial review atas undang-undang terhadap konstitusi.

UU tentang Pemda Tahun 2014 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa kewenangan eksekutif yang dipegang oleh Presiden yang diotonomikan seluas-luasnya ke daerah. Undang-Undang tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden sebagai konsekuensi kita berotonomi di negara kesatuan (unitary state). Itu juga sebabnya kenapa DPRD dijadikan pejabat daerah untuk menciptakan kejelasan dan ketegasan serta menghilangkan ambivalensi posisi mereka dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda halnya dengan di negara federal dimana fungsi legislatif sebagai pembuat undang-undang ada di tingkat negara bagian dan di tingkat negara federal. Di Indonesia sebagai negara kesatuan, lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang hanya ada di tingkat nasional. Sedangkan DPRD adalah pembuat Peraturan Daerah. Itulah argumen yang dibangun bahwa DPRD adalah pejabat daerah.

Mengingat posisi Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan, maka Presiden mempunyai hak untuk mengatur-atur daerah melalui berbagai regulasi dibawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lainnya. Ini pula yang menyebabkan terciptanya hubungan yang hierarkhis antara Pusat dan Daerah.

Daerah otonom yang dibentuk dengan undang-undang tersebut kemudian masyarakatnya diberikan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Masalahnya adalah tidak mungkin rakyat memerintah beramai-ramai. Maka melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum dipilihlah wakil-wakil mereka baik yang berperan sebagai kepala daerah hasil dari Pemilihan Kepala Daerah maupun yang berperan selaku DPRD sebagai hasil Pemilihan Umum. Dua lembaga inilah yang kemudian mendapat mandat dari warganya untuk memimpin pelaksanaan otonomi daerah. Itulah sebabnya definisi pemerintahan daerah dalam UU tentang Pemda adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD”.

Kedua: Isu Pembagian Urusan Pemerintahan

Dalam konteks otonomi daerah lahirlah UU tentang Pemda Tahun 1999 yang merupakan kebalikan arah dari sentralisasi menuju ke ekstrim yang berlawanan yaitu otonomi seluas-luasnya. Hubungan Pusat dan daerah bukan lagi sinerjik bahkan sering bernuansa bertentangan secara diametrik. Pokok persoalannya terletak pada belum siapnya baik Pusat maupun Daerah dalam menyikapi otonomi daerah dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya. Pusat yang secara empiris belum siap untuk kehilangan perannya sebagai pengatur dan pengurus yang sering dipraktikkan di era Orde Baru yang sentralistik. Sedangkan Daerah yang sangat antusias pada kebebasan dengan kapasitas yang terbatas serta belum siap untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya tersebut.

Ketidakharmonisan hubungan Pusat dan Daerah yang terbentuk semasa diberlakukannya UU tentang Pemda Tahun 1999 dicoba diakhiri dengan mengubah Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2004). Undang-Undang ini mencoba membentuk keseimbangan baru antara hubungan Pusat dan Daerah. Kewenangan Daerah mulai ditata dengan melakukan pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara tegas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Namun dalam praktik pembagian kewenangan tersebut sering dianulir oleh pengaturan kewenangan dalam undang-undang sektor yang sering bertentangan dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan posisi peraturan pemerintah adalah lebih rendah dari undang-undang, maka tetap saja masih terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pusat dan Daerah. Pusat akan bertahan pada Undang-Undang Sektor yang mengaturnya. Sedangkan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU tentang Pemda Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Kondisi tersebut yang kemudian menjadi salah satu pemicu diubahnya UU tentang Pemda Tahun 2004 menjadi UU tentang Pemda yang mengatur pemerintahan daerah sampai sekarang ini.

Perubahan berbagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut sangat diwarnai oleh perubahan suasana politik pada waktu undang-undang tersebut dibuat. Perubahan suasana politik akan mempengaruhi suasana kebatinan penyusunan undang-undang otonomi daerah. Namun demikian pelajaran yang dapat kita ambil adalah perubahan tersebut sangat diwarnai dua hal yaitu aspek “diskresi” (the degree of discretion of local government) dan aspek “intervensi” (the degree of intervention of central government toward local government) yang kemudian akan mewarnai pelaksanaan otonomi daerah. Ini merupakan suatu “continuum” antara sentralisasi dan desentralisasi. Tidak ada suatu negara yang dapat melakukan segregasi secara absolut antara sentralisasi dan desentralisasi. Ini adalah pencarian keseimbangan antara kepentingan nasional (sentralisasi) dan kepentingan daerah (desentralisasi). Hal ini juga membuktikan selalu ada upaya mencari keseimbangan antara sentralisasi dengan desentralisasi sesuai perkembangan kondisi sosial politik, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada waktu undang-undang otonomi daerah tersebut disusun.
Namun demikian, menurut Vedi R. Hadiz
 mengemukakan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia kurang berhasil sebagaimana dipahami bersama tujuan awal desentralisasi  untuk memajukan demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance).  Hal itu terjadi, karena desentralisasi yang seharusnya upaya untuk melokalisasi kekuasaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dalam menentukan kebijakan pembangunan, sebaliknya dalam prosesnya telah dibelokkan oleh kepentingan-kepentingan elite-elite lokal untuk menguasai sumber-sumber pendapatan daerah. 
Di Indonesia, reformasi pemerintahan neo-liberal dalam bentuk desentralisasi telah dibajak' pada tahun-lahun pertama penerapannya oleh bermacam-macam kepentingan predator (perampok/pencuri) lokal. Sesungguhnva. desentralisasi memberikan tali hidup bagi mereka ketika otoritarianisme tempat dimana mereka diinkubasi telah lama tidak dapat dipercaya lagi.

Senada dengan pendapat Hadiz tersebut, Denden Alicias dan Djorina Velasco menyatakan bahwa fenomena kuatnya elite capture dari elit lokal telah melemahkan tujuan awal desentralisasi karena elit-elit tersebut mempengaruhi terlalu dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan desentralisasi di negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya kedua faktor tersebut di atas, baik elite capture  dan old predatory relations  menjadi salah satu faktor penghalang mengapa desentralisasi tidak menghasilkan demokrasi dan tidak mampu mendekatkan pemerintah dengan rakyat  (to bring government close to the people). 
 Oleh karena itu, Michael S. Malley memberikan pendapat yang sama bahwa kebijakan desentralisasi merupakan bentuk baru namun tidak menghapus struktur-struktur kekuasaan lama (Orde Baru). 

Namun demikian, menurut
 Michael S. Malley berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia hanya menghasilkan pemerintahan lokal yang telah diambilalih (capture) oleh elite-elite lokal: Mereka berpendapat bahwa penguasaan (capture) lebih memungkinkan di mana kompetisi pemilihan (kepala daerah) yang efektif tidak cukup, kelompok elit yang lebih kohesif, dan tingkatan rata- rata kesadaran para pemilih rendah. Mereka menghipotesi bahwa elit dapat mengorganisasikan lebih kohesif pada tingkat lokal dikarenakan kepentingan mereka lebih homogen dan biaya informasi dan organisasi lebih rendah daripada pada tingkatan nasional. Di samping itu, para pemilih juga tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perilaku politisi lokal selain itu media massa juga kurang meliput pemiasalahan-permasalahan lokal daripada pemberitaan permasalahan nasional. Dengan kondisi seperti ini, warga masyarakat kurang dapat mengawasi perilaku politisi lokal mereka, yang tentunya akan menghilangkan kemampuan mereka untuk meminta pertanggungjawaban para poltisi lokal. dan tentunya ini akan meningkatkan resiko elite capture.

Isu ini akan berimplikasi pada kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan dituangkan dalam lampiran UU tentang Pemda sebagai bagian tak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan urusan pemerintahan tersebut. Telah diatur secara tegas dan jelas mengenai 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 

Agar urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pusat, maka Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (selanjutnya disingkat K/L) yang sebagian urusannya didesentralisasikan wajib untuk membuat pedoman pelaksanaannya yang dikenal dengan istilah NSPK (Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria). Daerah wajib menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam koridor NSPK yang dibuat Pusat dalam hal ini K/L. Agar K/L tidak sewenang-wenang dalam membuat NSPK maka Kemendagri berperan sebagai “Clearing House” yang mempertemukan K/L dengan Daerah. Dengan demikian, akan terjadi interaksi Pusat dan Daerah dalam penyusunannya yang difasilitasi oleh Kemendagri. Hal ini dilakukan untuk mencegah resistensi daerah dan sekaligus menegaskan “compliance” daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Pelanggaran terhadap NSPK akan bermuara pada dijatuhkannya sanksi terhadap kepala daerah sebagai pimpinan pemerintahan daerah.

Terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang diotonomikan ke daerah. Sedangkan yang tidak diserahkan ada 6 (enam) urusan, karena menyangkut eksistensi bangsa dan negara sehingga sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (urusan absolut). Mengingat tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden, maka prinsip yang dianut adalah seluas apapun otonomi yang diserahkan ke daerah, tetapPemerintah Pusat masih ada di dalam pelaksanaan urusan tersebut. Peran Pemerintah Pusat adalah membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), melakukan supervisi dan fasilitasi agar daerah mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara sinerjik dengan kepentingan nasional.

Untuk itulah maka istilah yang dipakai adalah urusan pemerintahan konkuren yang berasal dari akar kata “concurre” artinya bersama atau overlap yang melibatkan Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Yang membedakannya adalah skala dari urusan tersebut yang pembagiannya memakai kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Pembagian urusan konkuren tersebut kemudian dituangkan dalam lampiran UU tentang Pemda.

Kriteria eksternalitas berangkat dari pemahaman bahwa yang berwenang mengurus suatu urusan pemerintahan adalah tingkatan pemerintahan yang terkena dampak dari urusan tersebut. Kriteria akuntabilitas didasarkan atas argumen bahwa tingkatan pemerintahan yang terdekat dengan dampak tersebut yang menangani urusan pemerintahan tersebut. Ini adalah refleksi dari reformasi yang beragendakan demokrasi yaitu bagaimana agar pemerintah akuntabel pada rakyatnya. Namun karena demokrasi sering menciptakan inefisiensi dan juga pengedepanan efisiensi sering menegasikan demokrasi, maka kriteria efisiensi dijadikan kriteria yang ketiga. Penekanan pada aspek efisiensi adalah mengingat lingkungan strategis globalisasi pada era milenium dewasa ini. Setiap urusan pemerintahan akan bermuara pada pelayanan publik. Pelayanan publik harus efisien dan tidak boleh menciptakan “high cost economy”. Globalisasi telah menciptakan era persaingan bebas. Suatu bangsa akan “survive” di era globalisasi dewasa ini apabila bangsa tersebut mempunyai kemampuan untuk mengedepankan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Untuk itulah setiap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus mampu lebih efisien. Sedangkan efisiensi pelayanan publik baru bisa tercapai kalau terjadi “economies of scale” terhadap pelayanan tersebut. Disisi lain economies of scale akan ditentukan oleh seberapa besar dan seberapa luas pelayanan tersebut diberikan. Dari sudut pemerintahan, economies of scale akan ditentukan oleh “catchment area” atau wilayah tangkapan pelayanan yang harus dilayani oleh pemerintah.

Dari situasi diametrik antara akuntabilitas sebagai refleksi dari value demokrasi dan efisiensi sebagai refleksi dari value economy kita harus mampu menetapkan tingkatan pemerintahan mana (pusat, provinsi atau kabupaten/kota) yang paling optimal memberikan pelayanan publik tersebut. Pemahaman ini akan bermuara pada siapa yang paling optimal untuk diserahi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Untuk itulah luasan wilayah pemerintahan menjadi pertimbangan utama serta aksesibilitas wilayah tersebut. Aksesibilitas akan sangat ditentukan oleh kondisi infrastruktur yang ada. Makin aksesibel suatu wilayah akan makin fisibel untuk menerapkan konsep economies of scale dalam pemberian pelayanan. Sebaliknya walaupun luasan wilayah sempit namun aksesibilitas bermasalah, maka konsep economies of scale sulit diterapkan sampai dengan terbangunnya infrastruktur pendukung aksesibilitas wilayah yang bersangkutan.

Karena tujuan dari pemerintah adalah untuk menyejahterakan rakyat (welfare) maka urusan konkuren dibagi atas urusan yang menyangkut pelayanan dasar (basic services) seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, sosial dan lain-lainnya yang diberi label dengan istilah urusan wajib. Agar pelayanan dasar dapat diberikan secara efektif sesuai dengan kemampuan keuangan pusat dan daerah, maka disusunlah konsep Standard Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat pelayanan minimal yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada warganya. Sedangkan untuk urusan pemerintahan yang terkait dengan peningkatan ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, kehutanan dan lain-lainnya diberi label dengan istilah urusan pilihan.

Terdapat 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan konkuren yang diotonomikan ke daerah yaitu:

1. Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan

3. Lingkungan Hidup

4. Pekerjaan Umum

5. Pertanian

6. Ketahanan Pangan

7. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

8. Kependudukan

9. Keluarga Berencana

10. Sosial

11. Nakertrans

12. Perumahan Rakyat

13. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

14. Perhubungan

15. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

16. Penataan Ruang

17. Pertanahan

18. Kehutanan

19. Kominfo

20. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

21. Penanaman Modal

22. Pemuda dan Olah Raga

23. Pemberdayaan Masyarakat Desa

24. Statistik

25. Persandian

26. Perpustakaan

27. Arsip

28. Kelautan dan Perikanan

29. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

30. Energi dan Sumber Daya Mineral

31. Perdagangan

32. Perindustrian

Langkah berikutnya setelah pembagian urusan tersebut adalah pemetaan urusan pemerintahan untuk efisiensi kelembagaan dan efektivitasnya untuk mencapai target pembangunan nasional. Setiap daerah wajib memetakan urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting untuk diurus karena terkait kondisi setempat. Sebagai ilustrasi, dalam hal urusan kominfo belum begitu urgen, maka fungsinya tetap ada namun kelembagaannya dilekatkan pada lembaga serumpun yang ada. Dengan cara demikian akan tersusun lembaga yang berbasis “right sizing” dengan semangat ramping struktur namun kaya fungsi. Ini tujuannya untuk menekan overhead cost serendah mungkin tanpa mengabaikan fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam koridor otonomi luas.

Secara empirik overhead cost penyelenggaraan pemerintahan khususnya di tingkat kabupaten/kota di Indonesia sangat tinggi hampir mendekati 70%. Dengan demikian hanya menyisakan 30% anggaran untuk pelayanan publik. Sedangkan pada sisi lain posisi kabupaten/kota merupakan lini terdepan untuk menciptakan kesejahteraan ketika tingkat kesejahteraan tersebut dihitung dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga komponen utama IPM yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Pendapatan sebagian besar menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk menanganinya. Konstitusi dan Undang-Undang Pendidikan mengamanatkan 20% anggaran untuk pendidikan, dan Undang-Undang Kesehatan mengamanatkan 10% anggaran daerah untuk biaya kesehatan, maka dengan sisa anggaran 30% tidak ada lagi tersisa anggaran untuk membiayai pelayanan publik lainnya.

Untuk itulah pemetaan urusan pemerintahan baik yang terkait urusan wajib dan urusan pilihan merupakan strategi yang harus ditempuh untuk mengurangi overhead cost serta meningkatkan alokasi anggaran untuk urusan lainnya yang dirasa urgen untuk dibiayai. Apabila kondisi tersebut tidak dibenahi maka kabupaten/kota sebagai lini terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan IPM akan terbatas sekali kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat terserapnya sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk overhead cost.

Kondisi tersebut juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa IPM Indonesia sejak reformasi hampir 20 (dua puluh) tahun kurang meningkat. Ini salah satu kekhawatiran kita, Indonesia kalau kurang cerdas dan cermat manajemen pemerintahannya akan terperangkap dalam perangkap negara kelas menengah bawah (low middle income countries’ trap).

Isu Ketiga: Pembinaan dan Pengawasan (Binwas)

Salah satu penyebab munculnya “raja-raja kecil” dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah. Sumber dari kewenangan daerah adalah dari Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Demikian juga tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden sebagai konsekuensi otonomi di negara kesatuan. Dengan demikian, sangat logis jika kewenangan untuk mengawasi serta membina (Binwas) menjadi tanggung jawab Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan di tingkat pusat mempunyai tanggung jawab agar otonomi daerah berjalan secara optimal.

Pemerintah Pusat berkewajiban untuk mengawasi dan membina daerah. Untuk tingkatan provinsi maka Binwasnya dilakukan oleh Kementerian / Lembaga (K/L) yang sebagian kewenangannya diserahkan ke daerah. K/L bisa langsung melakukan Binwas ke tingkat provinsi mengingat jumlah provinsi yang relatif sedikit (34 provinsi) dan transportasi yang relatif mudah ke ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Semua ibukota provinsi sebagai pusat pemerintahan provinsi dapat dijangkau dalam satu hari.

Binwas terhadap kabupaten/kota juga seyogyanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun karena jumlah kabupaten/kota sebanyak 515 (lima ratus lima belas) kabupaten/kota dan dengan lokasi kabupaten/kota yang sering belum terjangkau oleh transportasi umum. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan dilakukannya rekayasa pemerintahan dengan menugaskan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP). Selaku GWPP, maka gubernur adalah representasi Pemerintah Pusat di daerah. Untuk itulah hubungan GWPP menjadi hierarkis dengan kabupaten/kota sebagai refleksi hubungan hierarkis antara pusat dengan daerah. GWPP yang bertugas untuk melakukan Binwas terhadap kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.

Memang sebagai daerah otonom antara daerah otonom provinsi tidak bersifat hierarkis dengan daerah otonom kabupaten/kota. Ilustrasinya adalah ketika pusat menyerahkan pengurusan SLTA untuk menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota diserahi kewenangan mengurus SD dan SLTP. Maka pengurusan SD dan SLTP oleh kabupaten/kota bukanlah hierarkinya lebih rendah dari provinsi yang mengurus SLTA. Ini untuk menggambarkan tidak adanya hierarki atau jalur komando antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam menjalankan otonominya. Kedua susunan pemerintahan daerah tersebut dibawah komando Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membuat NSPK yang mengatur hubungan antara kabupaten/kota yang mengurus SD dan SLTP dengan provinsi yang mengurus SLTA. Jadi hubungan pusat dan daerah dalam konteks otonomi adalah hierarkis. Disamping itu daerah otonom juga dapat dihapus dengan jalan digabung dengan daerah lainnya oleh pusat ketika daerah tersebut tidak mampu menjalankan otonominya.

5. Pembangunan Daerah 

Menurut Soekartawi konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (policy) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis.
 Riyadi dan Bratakusuma berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.
 
Dalam pembangunan daerah, ada yang disebut sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda). Simrenda ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi pembangunan sektoral, pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional, dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Karenanya, pembangunan wilayah meliputi pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang terpadu dan saling mengisi. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek, yaitu: 1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan 2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.

Pembangunan daerah dalam teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori resource endowment dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu.
 Sementara pandangan lain, teori export base atau teori economic base menyatakan bahwa pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor.

Teori lain tentang pertumbuhan wilayah yang dikembangkan dengan asumsi-asumsi ilmu ekonomi neo-klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah sangat berhubungan dengan tiga faktor penting, yaitu 1) tenaga kerja; 2) ketersediaan modal; dan 3) kemajuan teknologi. Tingkat dan pertumbuhan faktor-faktor itu akan menentukan tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
 Dalam teori ini ditekankan pentingnya perpindahan faktor-faktor ekonomi-khususnya modal dan tenaga kerja-antar wilayah. Perpindahan faktor modal dan tenaga kerja antar wilayah dalam suatu negara lebih mudah terjadi dan dapat menghilangkan perbedaan faktor harga diantara wilayah-wilayah itu yang bermuara pada penyeragaman pendapatan per kapita wilayah.

Sementara itu, teori ketidak-seimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan seperti diungkap dalam teori Neo-klasik. Tesisi utama teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaan-perbedaan antar wilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatan-kekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial ternyata tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada arah yang berlawanan.

Oleh karena itu, intervensi negara diperlukan sebatas mengarahkan kembali kekuatan-kekuatan itu dalam pasar agar perbedaan yang muncul tidak membesar, sehingga pertumbuhan wilayah tetap dapat diwujudkan. Pertumbuhan keluaran (output) wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer.
 
Dengan demikian, suatu kawasan yang mempunyai keunggulan di sektor pertanian perlu menempatkan sektor pertanian sebagai basis utama dalam menggerakkan sektor industri agar pertumbuhan wilayah dapat dipercepat dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, maka diperlukan upaya khusus untuk pengembangan sumber daya manusia lokal sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah. Teori ini dikembangkan sebagai jawaban atas akselerasi pertumbuhan wilayah yang beriringan dengan peningkatan kesejahteraan sosial riil masyarakat lokal. Hal ini berarti bahwa investasi pada sumber daya manusia akan menyebabkan peningkatan skala pengembalian. Oleh karena itu, hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan wilayah dalam jangka panjang.

Suatu kelompok manusia dalam suatu lingkungan tertentu (community) atau masyarakat dalam suatu wilayah, tempat, atau daerah, dihubungkan dengan unit daerah (tempat atau wilayah) lain oleh faktor maupun keadaan-keadaan ekonomi, fisik, dan sosialnya. Dengan demikian, pembangunan dalam suatu tempat tertentu membutuhkan koordinasi proyek pembangunan lokalnya dengan rencana regional dan nasional. Dari segi pembangunan, region sebetulnya adalah penghubung (link) antara masyarakat lokal dan nasional. Suatu peng-regional-an memungkinkan identifikasi tujuan nasional ke dalam pelaksanaan lokal yang lebih jelas dan tajam. Dengan perkataan lain, regional planning memberikan rangka dasar untuk mempertemukan proyek pembangunan, baik nasional maupun lokal secara berimbang (balanced) dan dapat menempati kedudukan yang sebenarnya dalam suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh.

6. Pelayanan Publik Berkualitas
Masa pendemi dan era new normal berimbas pada keharusan untuk menghasilkan pelayanan publik yang jauh lebih berkualitas. Keharusan ini beranjak dari keterbatasan waktu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan karena harus tetap berada di rumah, serta keterbatasan aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Protokol kesehatan menjadi syarat utama terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas. Pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak hal bagi birokrasi, terutama pada pemanfaatan teknologi informasi yang cukup masif di setiap urusan pemerintahannya. 
Pelayanan publik di era new normal memang telah membuat masyarakat sebagai pihak penerima layanan, semakin sensitif dan kritis untuk menilai kualitas pelayanan publik. Kepuasan untuk mendapatkan layanan, semakin didorong oleh keterbatasan keadaan yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat maupun aparat di birokrasi. Masyarakat tetap merasa kebutuhannya harus dapat dipenuhi, melalui berbagai layanan publik berbasis online. Kondisi inilah yang harus benar-benar dipahami oleh aparat pemerintahan dalam rangka menjalankan tugas pelayanan publik di era new normal. 
Ada beberapa alasan mengapa dimensi kualitas pelayanan publik dan kepuasan pelanggan (para pengguna jasa) di sektor publik sangat penting untuk diperhatikan oleh para birokrat. Pertama, para pengguna jasa sektor publik secara langsung atau tidak langsung telah mengeluarkan uangnya untuk jasa yang diterima atau dibutuhkan, sehingga wajar masyarakat menuntut kepuasan sebagai haknya. Kedua, aparatur sebagai public servant telah menerima gaji dalam memberikan jasa pelayanan, dengan demikian dituntut kewajibannya untuk mencari cara-cara dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan
.
Pemenuhan kepuasan masyarakat dan penyesuaian waktu kerja aparat pemerintah dengan faktor penekannya yaitu kondisi pandemi Covid-19 yang masih harus dihadapi, menjadikan ketiganya berlangsung sebagai sebuah sistem kompetisi dalam “arena” pelayanan publik. Menurut David Osborne dan Ted Gaebler, bahwa terdapat manfaat yang dapat diperoleh organisasi publik apabila berorientasi pada sistem kompetisi, yaitu 1) kompetisi mendatangkan efisiensi dan mendapatkan banyak uang, Kompetisi memaksa monopoli pemerintah untuk merespon segala kebutuhan pelanggan. 2) Kompetisi memaksa organisasi publik untuk melakukan perbaikan mendasar dalam kualitas dan pelayanan publik, 3) Kompetisi menghargai inovasi. Kompetisi memaksa organisasi publik untuk menemukan pola-pola baru dalam memberikan pelayanan prima kepada publik, 4) Kompetisi mampu membangkitakan rasa harga diri dan semangat juang pegawai publik. Kompetisi memaksa aparatur untuk bekerja keras, sehingga dapat meningkatkan harga diri para pegawai negeri
.
Inovasi diartikan proses dan/atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses, metode yang memberikan value secara signifikan. Inovasi bidang pelayanan publik diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah kualitas maupun kuantitas pelayanan. Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya
. 
Menghadapi tatanan normal baru, kepentingan kesehatan dan ekonomi dipandang harus berjalan paralel. Untuk menjamin agar ekonomi tidak berhenti, pemerintah diharapkan menumbuhkan inovasi pelayanan publik berbasis digital, jelas, serta transparan. Inovasi-inovasi perlu dimunculkan agar pelayanan publik ditengah pandemi tetap optimal.
Pelayanan publik berkualitas tidak hanya membutuhkan inovasi di bidang layanan berbasis IT kepada masyarakat, namun juga ditunjang dengan ketersediaan data yang valid dan otentik. Tersedianya data yang valid dan otentik, menjadi salah satu indikator utama dari kepuasan masyarakat mendapatkan pelayanan publik di era new normal. Kepastian informasi yang di dasari kepastian data, menyebabkan masyarakat merasa yakin dan tidak berada dalam kondisi ketidakpastian. 
Kemutakhiran dan ketersediaan data dan informasi juga akan menjadi kunci keberhasilan di birokrasi baru. Data dan informasi (yang dapat disajikan) perlu secara real time tersedia dan lengkap sehingga publik dapat mengetahui kondisi daerahnya dan dapat turut berpartisipasi atau bahkan berkontribusi nyata dalam kerangka co-production. Jika mengacu pada teori perubahan Kurt Lewin, era new normal telah menjembatani kondisi unfreezing dengan tatanan perubahan tata kelola birokrasi yang patut dimanfaatkan momentumnya untuk mencapai birokrasi baru atau tahap freezing. Kultur baru berupa digital melayani patut dilaksanakan dan dikembangkan di semua saluran birokrasi.

Untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik di era new normal, pemerintah diharapkan mampu menyajikan akurasi data kependudukan. Bila data tersebut tidak akurat maka akan menimbulkan kecemburuan dan potensi konflik sosial. Untuk akurasi data kependudukan harus bersifat bottom up dan bukan top down. Pelayanan publik dalam memberikan data kependudukan secara aktual, dapat mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Pelayanan publik yang berkualitas perlu didukung dengan kejelian dan empati ASN, serta menyosialisasikannya kepada publik agar mereka memahami dan konflik sosial tidak muncul. 
7. Pemerintahan Elektronik

Pemerintahan adalah proses perubahan. Proses itu bekerja dalam lingkungan yang juga berubah. Tetapi berbeda dengan teknologi yang baik cara, alat, maupun lingkungannya berubah atau mudah diubah, pemerintahan memiliki komponen atau nilai yang sukar berubah atau sulit diubah, yakni kekuasaan, kepentingan, monopoli, dan kenikmatan. Pada segmen ini, nilai pemerintahan bisa bertabrakan atau berkonflik dengan nilai teknologi seperti teknokrasi, profesionalisme, meritokrasi. Namun ada juga segmen pemerintahan yang nilai-nilainya justru memerlukan perubahan dan pembedaan terus-menerus karena sasarannya berubah dan unik satu disbanding dengan yang alin. Di sini pemerintahan dengan seni dan teknik bersentuhan-sentuhan dengan seni membuahkan seni pemerintahan. Untuk melayani perubahan dan keunikan itu mutlak diperlukan sentuhan teknologi.

Sentuhan teknologi setidaknya bisa dijadikan solusi dari realita mengenai seringnya terjadi ketidakmerataan layanan publik. Karena, pada realitanya menentukan suatu distribusi pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Karena kesulitan inilah maka pemerataan pelayanan pada masyarakat merupakan fenomena yang sering muncul dalam kaitannya dengan distribusi yang acapkali dikaitkan pula pada kinerja organisasi penyedia jasa pelayanan tersebut.

Menurut UNDP e-government adalah sebuah aplikasi dari teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahn menjajikan efektifitas dan efisiensi dalam bidang pemerintahan serta menjalin hubungan dengan masyarakat. Hal senada juga diungkapkan oleh World Bank, dimana e-government lebih kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan efisensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah.
   
E-government tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat. E-government memang menggunakan internet berbasis teknologi untuk menjalankan bisnis dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Pada level pelayanan, e-government menjanjikan pelayanan 24 jam dan seminggu penuh serta kemudahan akses. Selain itu e-government juga berfungsi sebagai alat demokrasi yang dilakukan secara online dengan memberikan laporan dan informasi pemerintah yang kadang kala hal tersebut sulit untuk didapatkan dan juga bisa mengadakan debat secara online.
 
Model-model yang terkait dengan e-government, menurut Arie Halachmi sebagaimana dikutip oleh Rino A. Nugroho, yaitu:

1. The broadcasting model yaitu siaran informasi pemerintah yang disiarkan dalam area publik yang menggunakan ICT dan media yang sesuai. Keunggulannya adalah berdasarkan menyajikan fakta sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat serta memberikan opini. 

2. The critical flow model yaitu pemberian informasi berupa kritik-kritik yang dikeluarkan oleh media atau partai oposisi terhadap suatu masalah. Kekuatannya yaitu dapat mempersingkat jarak dan waktu sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dan bebas oleh masyarakat. 

3. Comparative analysis model biasanya dipakai pada negara berkembang. Model ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mencocokan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan kemudian menganalisis perbedaan aspek yang membuat pemerintah menjadi buruk dan dampaknya terhadap masyarakat,

4. The e-advocacy/mobilization and lobbying model yaitu model digital yang sering digunakan biasanya untuk membantu masyarakat sipil secara global yang berdampak pada proses pembuatan keputusan secara global. Kekuatan model ini adanya komunitas virtual yang banyak sekali dengan berbagai macam ide serta mengumpulkan sumber daya menjadi bentuk jaringan kerja.

5. The interactive service model yaitu model digital yang membuka kesempatan kepada individu masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung terhadap pemerintah. Pada dasarnya ICT mempunyai potensi untuk membawa setiap individu ke dalam jaringan kerja digital dan dapat berinteraksi secara dua arah serta mendapatkan informasi yang ada.  

Dua ciri atau kriteria utama yang harus terdapat pada sistem e-government menurut Sami sebagaimana dikutip Darmawan yakni ketersediaan (availability) dan aksesibilitas (accessibility). Pertama, layanan dan transaksi e-government harus tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu (non-stop). Pengguna bebas memilih kapan saja yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pelaku bisnis dengan fleksibilitas untuk mengakses layanan diluar jam kerja pemerintah. Yang kedua, e-government sangat tergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia pada website.

8. Partisipasi Masyarakat 

Pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:
a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara Pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang
.
Partisipasi dalam pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

a. Partisipasi politik (political participation) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat”, dan pejabat politik dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses kepemerintahan itu sendiri.
b. Partisipasi sosial (social participation), partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas (lembaga swadaya masyarakat/non government organization) dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
c. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship), menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu keperdulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi warga sebagai kelompok penekan dapat dijelaskan sebagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukkan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.
Spesialis urban redevelopment, Sherry R. Arnstein menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat “citizen participation is citizen power”. Menurut Arnstein keterlibatan masyarakat dalam proses partisipasi dapat dijelaskan melalui perbedaan tingkatan dalam pendistribusian kekuasaan (power) antara masyarakat atau komunitas dengan badan pemerintah atau agency. Selanjutnya Arnstein mengemukakan strategi partisipasi “ladder of citizen participation” yaitu delapan (8) anak tangga yang masing-masing mewakili tingkatan partisipasi berdasarkan distribusi. Dimulai dari tangga pertama dan kedua yang dikategorikan derajat tanpa partisipasi. Manipulasi adalah situasi dimana masyarakat ditempatkan dalam suatu forum/komite oleh pemerintah dengan tujuan bukan untuk dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau merekayasa dukungan mereka. Terapi adalah keadaan dimana ketidakberdayaan masyarakat identik dengan penyakit mental sehingga peran masyarakat bukan menjadi fokus utama, tetapi tujuannya untuk menyembuhkan mereka. Dilanjutkan dengan tangga ketiga, keempat dan kelima yang dikategorikan sebagai derajat tokenisme dimana masyarakat diberi kesempatan untuk berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Dimulai dari jenjang Informasi yaitu keadaan dimana komunikasi sudah mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Jenjang Konsultasi memungkinkan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Jenjang penentraman atau placation adalah kondisi dimana komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Tangga Kemitraan merupakan kondisi dimana pemerintah dan masyarakat menjadi mitra sejajar. Pendelegasian, dimana kekuasaan pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program. Tingkatan teratas adalah pengendalian warga, suatu kondisi dimana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingan mereka, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah
.
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Provinsi Jawa Timur
Dengan mengacu pada Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan
Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dalam pelaksanaan norma yang akan dibentuk dan penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut ini:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat. 

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutaman kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

4. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaran negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

5. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi dalam kesatuan wilayah Jawa Timur.

6. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Jawa Timur pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. 

7. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Provinsi Jawa Timur harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggug jawab. 

8. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas dan efisiensi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisir penggunaan sumber daya dalam memanfaatkan potensi keunggulan alam dan budaya Jawa Timur untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Provinsi Jawa Timur
1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan
a) Urgensi Penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur

Urgensi yuridis dari Penyusunan RUU Provinsi Jawa Timur perlu adanya penyesuaian karena UU Pemerintahan Daerah beberapa kali mengalami perubahan. UU Pembentukan dari Provinsi Jawa Timur sudah banyak yang tidak sesuai lagi dasar pembentukannya sehingga menjadi penting UU No. 2 Tahun 1950 perlu disesuaikan dasar hukumnya dan dilakukan penggantian yang disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah terbaru.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya menyatakan bahwa dasar hukum Provinsi Jawa Timur (UU No. 18 Tahun 1950) yang pada saat ini selalu digunakan dalam pembentukan peraturan daerah sampai saat ini semua Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memahami substansi UU No. 18 Tahun 1950. Oleh karena itu sudah saatnya UU No. 18 Tahun 1950 harus diganti dengan menyesuaikan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah yang sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan. Apalagi UU Provinsi Jawa Timur dikeluarkan sebelum adanya UUD 1945 oleh karena itu perlu di harmonisasi.
 Pemerintah Kabupaten banyuwangi juga menyampaikan hal yang senada, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus memiliki undang-undang yang menjadi dasar hukum peraturan daerah di seluruh kebupaten di provinsi Jawa Timur.

Pada dasarnya UU No. 2 tahun 1950 merupakan akta kelahiran Provinsi Jawa Timur yang didalamnya terdapat frasa “menetapkan pembentukan Provinsi Jawa Timur” dan apa yang diinisiasi komisi II DPR RI untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini. Penyesuaian ini sebelumnya pernah dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan UU No. 2 Tahun 1950 dengan UU No. 18 Tahun 1952, perubahan ini menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Materi muatan dalam UU No. 18 Tahun 1952 tidak mengubah penetapan UU Provinsi Jawa Timur dalam UU No. 2 Tahun 1950.
 
RUU tentang Provinsi Jawa Timur diharapkan futuristik dan holistik. Futuristik yaitu bertahan lama dan tidak mudah diubah, holistik yaitu menjangkau kondisi, keadaan, suatu wilayah. Penataan hukum dalam pembentukan Provinsi Jatim sangat urgent untuk dijadikan UU. Nantinya RUU tentang Provinsi Jawa Timur akan menjadi payung hukum produk turunannya. Jika ada UU khusus tentang Jawa Timur maka Pemerintah Jawa Timur tidak kebingungan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.
 Dasar hukum Provinsi Jatim saat ini ada beberapa yang tidak relevan, yaitu:

1) Ada UU 12 Tahun 12 Tahun 1950 yang pembentukannya menggunakan UUDS sebagai dasar hukum. UUDS disahkan dengan UU. Dimana saat itu struktur ketatanegaraan Indonesia belum sempurna. 

2) Adanya 4 (empat) kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 terutama ketentuan pasal mengenai bentuk pemerintahan dan mengenai pemerintahan daerah. 

3) Belum terharmonisasi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014.

4) UU No. 2 Tahun 1950 belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik, keragaman, potensi, dan permasalahan di provinsi terkait seperti potensi di bidang pertambangan mineral, gas, batubara, pertanian, perikanan, pariwisata, serta ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. 
5) Beberapa materi muatan sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintah pusat.
Hal yang perlu dilakukan dalam RUU Provinsi Jawa Timur ke depan:

1) Perubahan UU 12 Tahun 1950 harus menyesuaikan UU 23 Tahun 2014 dan perubahannya. 

2) Perlu disinggung pengaturan karakteristik, keanekaragaman, potensi, dan menjawab permasalahan provinsi.

3) Disesuaikan dengan konsep otonomi daerah saat ini terutama berlandaskan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu contoh yaitu perlu diatur secara jelas mengenai wilayah dan pemerintahan kabupaten dan kota. Singgung batas-batas mana wilayah bisa berkembang menjadi kabupaten/kota.
Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan RUU Provinsi Jawa TImur: Adanya UU Pemerintahan Daerah Tahun 2014 dan perubahannya Tahun 2015 maka sudah patut dilakukan penyesuaian terhadap UU Provinsi Jawa Timur agar pembangunan di Jawa Timur dapat diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah. Dalam UU No. 2 Tahun 1950 belum ada perencanaan atau penetapan prioritas pembangunan sesuai dengan UU Pemda.

Ruang Lingkup RUU Provinsi Jawa Timur yaitu Menjangkau perbaikan penyelenggaraan pembangunan sesuai arah tujuan UU Pemerintahan Daerah yaitu penataan dan pembangunan daerah yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga yang belum ada dalam UU No. 2 Tahun 1950 termasuk keragaman potensi daerah, kondisi geografis, sehingga perlu diatur dalam RUU ini. RUU ini disusun sebagai penunjuk arah pembangunan prioritas yang diperlukan guna memastikan terciptanya keseimbangan yang sinergis antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah agar tidak bias arti dari NKRI sehingga tidak memiliki keinginan untuk merdeka atau menginginkan otonomi khusus. Berikan batasan dalam RUU ini.

b) Materi Muatan RUU tentang Provinsi Jawa Timur
Dalam pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Timur, tidak perlu berisi materi muatan khusus tetapi hanya mengesahkan Provinsi Jawa Timur sehingga pasalnya tidak perlu banyak karena akan tumpang tindih dengan UU No. 23 Tahun 2014.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang mengatur tentang kewenangan pemerintahan daerah telah habis dibagi. Kalau kewenangan pemerintah daerah diatur dalam UU tentang Provinsi Jawa Timur, dan terjadi perubahan dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka UU tentang provinsi Jawa Timur akan sangat sering berubah. Kalau mau efektif dan efisien, mengatur hal-hal yang berlaku dengan sedikit perubahan. Bagaimana formula kalau mau mengubah ketentuan mengenai akta kelahiran dalam undang-undang baru tanpa menghapus atau mencabutnya. Kalau mengatur di dalam ketentuan penutup, atau pasal sapu jagad bukan itu solusinya.
 

Hal yang berbeda disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang menyatakan bahwa ruang lingkup RUU Provinsi Jawa Timur memuat:

1) Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi;

2) Karakteristik Provinsi;

3) Urusan Pemerintahan Provinsil

4) Perencanaan Pembangunan Provinsi;

5) SDM, Aset, dan Dokumen;

6) Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi Elektronik;

7) Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan;

8) Peran Serta Masyarakat.

Usulan materi muatan lainnya, yaitu mengatur mengenai:

1) Ketentuan Umum;

2) Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, dan Ibu Kota Provinsi;

3) Karakteristik Provinsi;

4) Urusan Pemerintahan Provinsi;

5) Pola dan Arah Pembangunan Provinsi;

6) Prioritas Pembangunan;

7) Perencanaan Pembangunan Provinsi;

8) Pembangunan Provinsi;

9) SDM, Aset, dan Dokumen;

10) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

11) Pendapatan dan Alokasi Dana Perimbangan;

12) Peran Serta Masyarakat;

13) Ketentuan Penutup.
Apakah sebaiknya materi muatan rancangan undang-undang tentang provinsi di Banyuwangi juga mengatur mengenai keuangan pusat dan daerah? Karena ini penting ketika di lapangan, desa kerap memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten karena desa telah memiliki kewenangannya sendiri yang juga diatur dengan undang-undang.

Materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Timur seyogyanya diarahkan untuk mendorong tumbuhnya keseimbangan antar wilayah agar tidak mengeliminasi pertumbuhan daerah-daerah lain dan tidak terpusat hanya di Kota Surabaya.
 Materi muatan lainnya adalah pengaturan tentang peran dan kewenangan Provinsi Jawa Timur. Hal ini penting untuk diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur untuk menjaga keseimbangan antar kota/kabupaten. Hal ini juga dapat mencegah adanya daerah yang lebih menonjol dibandingkan daerah lain. Dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur, Provinsi harus diberi ruang untuk mengoordinasikan daerah-daerahnya.

RUU tentang Provinsi Jawa Timur harus menegaskan bahwa UU No. 2 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi substansi-substansi dalam UU yang lama tersebut dimasukkan dalam UU yang baru seperti hari lahirnya dan lain-lain. Selama ini UU No. 2 Tahun 1950 dimasukan dalam peraturan daerah dikarenakan merupakan penegasan tetapi bukan merupakan turunan, sehingga dengan tidak memberlakukan UU No. 2 Tahun 1950 bukan berarti Peraturan Daerah nya tidak berlaku. Penting mencantumkan bahwa dengan diundangkan UU tentang Provinsi Jawa Timur ini maka peraturan-peraturan daerah yang telah diundangkan tidak berarti telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tentang Provinsi Jawa Timur.
 Materi muatan tentang hari jadi diletakkan pada Pasal 2, setelah Pasal 1 yang berisi Ketentuan Umum. Jadi pengaturan pada Pasal 2 tentang hari jadi itu tidak akan menghilangkan hari jadi Provinsi Jatim

Selain itu, RUU tentang Provinsi Jawa Timur tidak perlu memuat karakteristik karena akan menimbulkan pemahaman bahwa Indonesia bukan negara kesatuan. Apabila memunculkan karakteristik jawa timur yang ada misalkan santri atau pusat dari Organisasi Nahdatul Ulama maka akan memunculkan ego sektoral tiap daerah. Apabila RUU tentang Provinsi Jawa Timur memasukan karakteristik maka akan berdampak terhadap UU No. 23 Tahun 2014 yang nantinya hanya memuat pedoman umum saja karena dari UU Provinsi memuat karakteristik masing-masing daerah.

Nomenklatur dalam perundang-undangan berbeda antara Keistimewaan dan Karakteristik. Dalam Keistimewaan itu artinya berkaitan dengan ketatanegaraan klasik. Yogyakarta dikatakan istimewa karena kesultanan Yogyakarta diakui oleh Pemerintahan Belanda sehingga tidak perlu masuk ke dalam Republik. Ketika Yogyakarta ingin menjadi bagian dari Republik Indonesia karena inisiatif Sultan, maka diberikan keistimewaan. Karakteristik berhubungan dengan budaya misalnya desa adat.

Apabila ingin memasukan perihal karakteristik Provinsi Jawa Timur maka kekhasan sosio-kultural masyarakat Provinsi Jawa Timur perlu ditonjolkan dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur. Misalnya terdapat banyaknya lembaga sosio kultural berupa pondok pesantren yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Terdapat buku yang menguraikan dengan baik mengenai Provinsi Jawa Timur. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki pemerataan yang berimbang. Provinsi Jawa Timur tidak terpolarisasi seperti Jabodetabek. Terdapat kultur masyarakat yang unik di Provinsi Jawa Timur. Contohnya, Kota Batu yang tidak menerima industrialisasi apabila mengancam pariwisata. Terkait potensi Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari bidang agropolitan. Karakter kewilayahan Provinsi Jawa Timur adalah wilayah pedalaman dan daratan. Roh Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur harus jelas yaitu untuk pembangunan Provinsi Jawa Timur yang seimbang. Karakter kewilayahan dan sosio kultural Provinsi Jawa Timur perlu diatur dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, materi muatan yang harus dimuat kekhasan tersebut harus mampu menjadi perekat sosial dan diwujudkan dalam teks hukum. Misalnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan adat istiadat di Banyuwangi. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa isu budaya, adat istiadat bisa jadi menjadi ciri khas provinsi jawa timur.

Banyuwangi menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki wilayah paling luas dengan keanekaragaman tradisi dan budaya. Awalnya seni, tradisi dan budaya lokal masyarakat di Banyuwangi tidak begitu dikenal. Namun setelah masyarakat didorong oleh Pemerintah untuk menonjolkan tradisi dan budaya lokal dalam kemasan pariwisata, Banyuwangi saat ini telah mendapatkan tempat sebagai tujuan pariwisata selain Bali.
 Kabupaten Banyuwangi juga memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien. Pejabat struktural maupun fungsional di dalam menjalankan Tupoksi tentu mengacu pada ketentuan undang-undang dan arahan Bupati sebagai kepala daerah. Namun di dalam pelaksanaannya, terdapat semangat gotong-royong yang awalnya sangat sulit kami laksanakan. Misalnya, apabila ada agenda kegiatan dari bagian pemerintahan yang kontennya adalah pagelaran seni tari, maka nanti yang sibuk menyiapkan kegiatan tersebut adalah Dinas Pariwisata beserta anggarannya. Hal ini tentu tidak dijumpai di Kabupaten-Kota lain yang kira-kira masih sangat normatif atau sektoral dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan pemerintahan daerah.

Apabila mengatur tentang karakteristik maka: 1) RUU Provinsi Jawa Timur perlu ada pengakuan dengan frasa “mengakui karakteristik adat budaya masing-masing daerah”; 2) Karakteristik tidak perlu diatur dalam UU secara detail; 3) Karakteristik wilayah tidak perlu diatur karena akan menimbulkan permasalahan wilayah.

Mengenai keberlakuan Perda Provinsi Jawa Timur yang sudah berlaku terhadap RUU Provinsi Jawa Timur, maka asas Lex posterior derogat legi priori hanya berlaku untuk peraturan yang derajatnya sama. Tidak berlaku untuk peraturan di bawahnya. Perda dan peraturan di bawah yang dibuat dengan menjadikan UU 2 Tahun 1950 sebagai dasar hukumnya tetap berlaku meskipun UU 2 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga UU dasar pembentukan Provinsi Jawa Timur bisa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, Norma yang sudah diatur dengan UU lain sebaiknya tidak diatur kembali dalam RUU Provinsi Jawa Timur ini. Seperti usulan Penambahan Anggota DPR dalam RUU Provinsi Jawa Timur tentunya akan bersinggungan dengan UU Pemilu. Jika memang akan diatur, perlu ada frasa “… sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

2. Kondisi Yang Ada 
a) Geografis dan Demografis
Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.803,49 Km2. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

· Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;

· Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;

· Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;

· Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
Secara administrasif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km2 atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 20,21 Km2 setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu lintas perekonomian indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan.
 
Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan
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b) Dasar Hukum Eksistensi Provinsi Jawa Timur

Dasar Hukum Provinsi Jawa Timur yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.

3. Permasalahan yang dihadapi masyarakat
Terdapat permasalahan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan–permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan juga terjadi di bidang Pendidikan dimana jumlah sekolah yang sudah bersertifikasi ISO masih sangat minim, dan masih ada sekitar 700 SMK bidang teknologi informasi dan komunikasi yang belum terakreditasi serta hampir 600 SMK bidang teknologi dan rekayasa yang belum terakreditasi.
 Urusan kesehatan juga menjadi masalahah, diantaranya:

1) Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (Kusta, HIV dan AIDS, TBC) dan tidak menular (hipertensi, jantung dan diabetes);
2)  Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan; 

3) Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat. 

4) Masih tingginya angka stunting; 

5) Status Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Balita yang masih rendah; dan
6) Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
Permasalahan dalam urusan kepemudaan dan olahraga, antara lain:

1) Masih rendahnya kewirausahaan pemuda.

2) Masih banyak Pemuda yang terlibat masalah sosial.

3) llmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga;

4) Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan

5) Rendahnya budaya/partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas pada kegiatan olahraga
Selain permasalahan tersebut, permasalahan juga terjadi terhadap urusan pembangunan ekonomi berbasis gotong royong yaitu permasalahan di bidang pertanian; perkebunan; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; koperasi, usaha kecil dan menengah; industri; perdagangan; penanaman modal; pariwisata; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenagakerjaan; transmigrasi; urusan sosial; dan permsalahan lainnya.
 Dalam mewujudkan keterhubungan pembangunan antarwilayah diperlukan sinergi dan integrasi transportasi antarmoda. Pada transportasi darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal dan logistik antarwilayah. Permasalahan yang menonjol di Provinsi Jawa Timur adalah:

1) Pernikahan Dini
2) Angka Kemiskinan
3) Literasi Yang Rendah
4) Sengketa Batas Wilayah (Kabupaten)
5) Covid-19 (Saat ini sedang dalam proses bangkit dari pandemi)
Di Jawa Timur, pendapatan daerah sepertinya memang jomplang. Hal ini karena belum terwudujnya keterhubungan pembangunan antarwilayah sehingga diperlukan sinergi dan integrasi transportasi antarmoda. Pada transportasi darat, masih terdapat kendala diantaranya masih minimnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan transportasi, kebutuhan kelayakan jalan yang belum memenuhi standar dan ketidakseimbangan tingkat pertumbuhan kendaraan dengan peningkatan kapasitas jalan serta belum optimalnya angkutan massal dan logistik antarwilayah.

Orang banyak datang ke Banyuwangi akhir-akhir ini karena kondisi banyuwangi sudah tidak seperti dulu. Tapi pemda Banyuwangi sudah berhasil menyulapnya lebih baik. Pemda dengan visi baru, yaitu new public service. Layanan kebutuhan masyarakat sangat cepat dan serba elektronik. Pemda menyediakan Mall Pelayanan Publik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga langsung dapat memberikan saran dan koreksi jika pelayanan publik tidak baik dan kurang responsif. Dan pejabat yang tidak responsif bisa dimutasi dengan mudah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Jawa Timur menyesuaikan dengan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah diantaranya adalah 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; serta 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adanya pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu konsekuensi dari adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kemudian dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur. Kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya ialah penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 Untuk menyelenggarakan dan membiayai desentralisasi, pemerintah provinsi menghimpun penerimaan daerah yang dapat bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lain-lain. Pemerintah daerah dapat menghimpun PAD sesuai dengan potensi daerah masing-masing yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sementara dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditetapkan dalam APBN yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.

Penyusunan RUU ini tidak berimplikasi terhadap beban keuangan Negara. Semua keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun RUU ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Provinsi Jawa Timur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan sumber hukum tertinggi dan bersifat fundamental karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Substansi UUD NRI Tahun 1945 mencakup dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengatur dan pengendali terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara, sekaligus sebagai sarana rakyat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya menuju cita-cita kolektif bangsa. Cita-cita kolektif itu tertuang dalam bentuk kemerdekaan rakyat Indonesia dan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia dalam alinea ketiga dan keempat UUD NRI Tahun 1945. 
Dalam alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal-hal tersebut merupakan hal prinsip yang menjadi cita-cita kolektif kita semua rakyat Indonesia.
Adapun konsekuensi logis Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional adalah membentuk pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dengan tetap merupakan satu kesatuan dengan pemerintah nasional. Secara nyata dan merupakan konsep dasar mengenai hubungan antara Pemerintah (pusat) dan Pemerintah daerah dapat kita lihat dengan memahami Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Jika melihat pasal ini maka dapat diketahui bahwa konstitusi secara nyata memberikan kekuasaan pemerintahan negara ini berada di tangan Presiden. 
Lebih lanjut, juga disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Perlu dipahami bersama bahwa perubahan Pasal 18 ini muncul dalam amandemen kedua pada tahun 2000. Hal yang perlu kita ketahui adalah pemilihan frasa “dibagi atas” dalam Pasal 18 ayat (1), bukan justru “terdiri atas”, yang hal ini  mengadung alasan dan maksud tertentu. Frasa “dibagi atas” yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki maksud bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan Pemerintah (pusat) sesuai Pasal 4 ayat (1). Oleh karena itu kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan.
 Hal itu konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Hal ini jelas dan sangat berbeda bilamana yang dipilih frasa “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan negara-negara bagian. Nuansa federalisme ini yang justru para pengubah konstitusi ini hindari karena kecuali kita masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950).
Jika kita lihat lagi secara mendalam bahwa terdapat perubahan mendasar dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) asli, ke bentuk yang ada saat ini. Dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 asli, Pasal ini tidak memiliki ayat dan berbunyi sebagai berikut, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Dalam amandemen kedua UUD Tahun 1945 di Tahun 2020 terjadi perubahan Pasal 18 yang menjadi memiliki 7 ayat dan ditambah dengan Pasal 18A dan Pasal 18B. Perubahan dalam bab ini dan juga pada bagian lainnya merupakan suatu pendekatan baru dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa sesuai dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika. 
Perlu kita ketahui bahwa konsep besar dari perubahan Pasal 18 dalam amandemen kedua UUD Tahun 1945 ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974  tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya.
Adapun perubahan Pasal 18 UUD Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional. Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, dalam kerangka menjadim dan memperkuat NKRI, sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 
Sejatinya jika ingin dilihat secara holistik pengaturan BAB VI tentang Pemerintahan Daerah baik Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B ini selain berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan Pasal 25A mengenai wilayah negara, yang menjadi wadah dan batas bagi pelaksanaan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B tersebut. Adapun maksud utama dalam amandemen kedua tahun 2000 tersebut yakni mencoba mengatur mengenai pembagian daerah, pemerintahan daerah, hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, serta pengakuan dan penghormatan satuan pemerintahan daerah bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.
Terkait dengan rencana pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur (RUU tentang Jatim) maka penting mencermati kembali tentang dasar hukum pembentukannya yang saat ini masih berlaku. Sebagaimana kita ketahui bahwa, Provinsi Jawa Timur masih menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (UU No. 2 Tahun 1950).
UU No. 2 Tahun 1950 diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950, yang berarti sudah berlaku lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun. Selain UU No. 2 Tahun 1950, dibentuk juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Provinsi Jawa Timur antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
UU No. 2 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dalam amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999. Adapun Pasal IV Aturan Peralihan telah diubah dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2002.

2. Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X. Maklumat ini disahkan oleh Mohammad Hatta dalam Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tangggal 16 Oktober 1945 yang memuat dua hal pokok yaitu:

a. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis – Garis Besar Haluan Negara.

b. Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari–hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia dan sudah tidak berlaku lagi. Terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 2 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut.

Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 1950 terdiri atas 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal. UU No. 2 Tahun 1950 pada pokoknya mengatur mengenai cakupan wilayah provinsi, kedudukan pemerintahan provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan urusan rumah tangga. Selain diatur dalam UU No. 2 Tahun 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat UU No. 2 Tahun 1950 dibentuk lebih dahulu maka materi muatan yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1950 tentu tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, materi muatan UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan materi muatan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan penyesuaian atau bahkan penggantian dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya terkait pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keragaman budaya dan adat daerah.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 

Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan) adalah karena Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. kemudian diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia.
UU tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk masa depan, serta peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, menempatkan kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Oleh karena itu, dalam UU Pemajuan Kebudayaan, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis dalam Pelindungan, Pengembangan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Jawa Timur terdapat pada pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Jawa Timur memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Ketentuan Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan juga menjabarkan bahwa pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
Kemudian dalam Bab II Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini terkait dengan RUU tentang Provinsi Jawa Timur, antara lain dalam Pasal 7 UU tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan ini berpedoman pada: a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota; b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi; c) Strategi Kebudayaan; dan d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. RUU tentang Provinsi Jawa Timur juga mengatur mengenai pengarusutamaan Kebudayaan Jawa Timur dengan menjadikan Kebudayaan Jawa Timur sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Jawa Timur. Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa Timur dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir, meliputi: adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya. Pengarusutamaan Kebudayaan Jawa Timur dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
Dalam Pasal 8 UU tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah Kabupaten Kota sampai Pemerintah Pusat untuk menyusun diantaranya: (1) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur agar dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan Jawa Timur, sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.
Selanjutnya, dalam Pasal 9 Undang-Undang ini mengatur bahwa daerah juga membuat ketentuan yang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi. Begitu juga Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur dapat melakukan penyesuaian pengaturan dalam hal pelindungan kebudayaan Jawa Timur sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan.
Selain itu keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Jawa Timur dalam hal kewajiban Pemerintah Pusat dan/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari; (c) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. 
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi Kebudayaan. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Dengan demikian RUU tentang Provinsi Jawa Timur dapat mendorong upaya pemeliharaan budaya Jawa Timur sebagaimana terkait UU tentang Pemajuan kebudayaan.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) berlaku pada tanggal 2 Oktober 2014. Undang-Undang tersebut mencabut dan menggantikan UU tentang Pemda Tahun 2004. UU tentang Pemda Tahun 2014 dibentuk dengan pertimbangan atau alasan:
1. pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. keperluan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; dan

3. ketidaksesuaian antara UU tentang Pemda Tahun 2004 dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU tentang Pemda Tahun 2014 terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bab dan 411 (empat ratus sebelas) pasal. Undang-undang tersebut telah diubah sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Pengaturan dalam UU tentang Pemda Tahun 2014 yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur terletak dalam beberapa pasal berikut yaitu:
1. Pasal 31 UU tentang Pemda;

2. Pasal 32 UU tentang Pemda; dan

3. Pasal 48 UU tentang Pemda.

Pasal 31 ayat (1) UU tentang Pemda Tahun 2014 mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) UU tentang Pemda mengatur bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Sedangkan dalam Pasal 48 ayat (3) UU tentang Pemda mengatur bahwa perubahan nama daerah, pemberian nama, dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibukota, serta perubahan nama ibukota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Dalam UU tentang Pemda generiknya adalah pembentukan daerah tetapi turunannya adalah RUU tentang Jawa Timur yang merupakan undang-undang penyesuaian. Penyesuaian itu terdiri dari bermacam-macam sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemda Tahun 2014 diantaranya karena perubahan batas daerah, perubahan kontur daerah, dan lain sebagainya. Hal-hal ini masuk sebagai rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka.

D. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU tentang Desa. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan desa sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa.
Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU tentang Desa yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Jawa, syarat pembentukan desa paling sedikit 6.000 (enam seribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b UU tentang Desa.
Keterkaitan lain mengenai Jawa Timur sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU tentang Desa ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU tentang Desa. 
Dalam UU tentang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 huruf i UU tentang Desa. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 huruf f UU tentang Desa.
Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (1) UU tentang Desa. 
Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (4) UU tentang Desa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU tentang Desa. 
Pasal 90 UU tentang Desa juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:

a. hibah dan/atau akses permodalan; 

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU tentang Desa. 
Pasal 96 UU tentang Desa menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya Pasal 101 UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.  Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 UU tentang Desa. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 UU tentang Desa.
Pasal 112 UU tentang Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.
Pasal 114 UU tentang Desa mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;

c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan; 

d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;

e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; 

h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; 
i.    melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; 

j.    membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan 

k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Jawa Timur sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Desa, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Jawa Timur harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Desa, agar RUU tentang Provinsi Jawa Timur harmonis dengan UU tentang Desa yang terlebih dahulu diundangkan. 
E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Kewenangan pemerintah provinsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan) diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi:

Pemerintah provinsi berwenang:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;

b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;

c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;

e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;

f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan

h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Lebih lanjut, untuk pemerintah provinsi dapat memberikan informasi mengenai kepariwisataan, berdasarkan Pasal 32 UU tentang Kepariwisataan diatur bahwa: 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.

(2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah mengembangkan sistem informasi kepariwisataan nasional.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Berkaitan dengan pemerintah daerah seperti Provinsi Jawa Timur, Pasal 43 UU tentang Kepariwisataan mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut diatur bahwa Badan Promosi Pariwisata Daerah ini merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dasar hukum pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah melalui penetapan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Lebih lanjut pengaturan mengenai sumber daya manusia pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur terdapat dalam Pasal 52 UU tentang Kepariwisataan yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika merujuk pada awal mula pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (UU tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur) tidak mengatur secara eksplisit mengenai kepariwisataan, baik dalam batang tubuh maupun dalam lampiran undang-undang. Pengaturan secara eksplisit mengenai kepariwisataan kemudian baru muncul dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (UU tentang Perubahan UU Pembentukan Provinsi Jawa Timur), yaitu tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) Angka II UU tentang Perubahan UU Pembentukan Provinsi Jawa Timur yang berbunyi:

Dalam lampiran A termaksud dalam pasal 4 ajat (1) pada:

II. Urusan Pemerintahan Umum ditambah nomor 2 baru jang berbunji sebagai berikut:

,, pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind) Nomor 2, 3 dan 4 lama mendjadi nomor 3, 4 dan 5 baru.

Nomor 5 baru berbunji sebagai berikut:

,,Urusan kewarga negaraan..(medebewind)’’.

Nomor 6 baru berbunji sebagai berikut:

,,Urusan kehotelan dan tourisme’’.

Nomor 5 lama mendjadi nomor 7 baru.    

Dengan adanya usul inisiatif dari Komisi II DPR RI mengenai pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur merupakan peluang bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengatur norma-norma yang dapat mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Terlebih pasca dampak pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama triwulan II tahun 2020 mengalami minus 5,90%.
 Pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur ini tentunya harus melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi agar menghindari terjadinya saling bertentangan dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

F. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Ruang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang. Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan RUU tentang Provinsi Jawa Timur adalah mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa “Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah”. Wewenang pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 
Rencana tata ruang wilayah Provinsi memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. penetapan kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang. 
Selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang, meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Lebih lanjut, rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam UU tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Keterkaitan UU tentang Penataan Ruang dengan UU tentang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang tentang Ciptaker) dan RUU tentang Provinsi Jawa Timur antara lain dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) yakni, penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.
Selanjutnya pengaturan yang perlu diharmonisasikan adalah mengenai penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota terdapat dalam ketentuan Undang-Undang tentang Ciptaker, yakni Pasal 6 mengatur mengenai penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.
Penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; b. pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, wilayah kabupatenf kota, dan rencana detail tata ruang; c. pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang; d. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; e. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang 
Ketentuan yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun RUU tentang Provinsi Jawa Timur adalah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang tentang Ciptaker mengenai wewenang pemerintah daerah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi; dan c, kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota. antarProvinsi dan penataan ruang. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupatenlkola; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan c. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
Ketentuan RUU tentang Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang tentang Ciptaker, yakni perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang. Kemudian rencana umum tata ruang secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Rencana rinci tata ruang terdiri atas: a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan b. rencana detail tata ruang kabupaten/kota. Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Rencana rinci tata ruang disusun apabila: a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. 
Ketentuan mengenai muatan rencana tata ruang terdapat dalam Pasal 17 UU tentang Ciptaker, yakni muatan rencana tata ruang mencakup: a. rencana struktur ruang; dan b. rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya.  Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam rangka pelestarian lingkungan pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, Provinsi, kabupatenf kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antarkegiatan kawasan. 
Pengaturan mengenai penetapan rencana tata ruang wilayah Provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Ciptaker, yakni terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada Pemerintah Pusat, rencana detail tata ruang kabupatenlkota yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi publik termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.  Dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu, rencana detail tata ruang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi mengacu pada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. pedoman bidang penataan ruang; dan c. rencana pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan rencana tata ruang wilayah Provinsi harus memperhatikan: a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan rlrang Provinsi; b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi; c. keselarasan aspirasi pembangunan Provinsi dan pembangunan kabupaten / kota; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; e. rencana pembangunan jangka panjang daerah; f. rencana tata ruang wilayah Provinsi yang berbatasan; dan g. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
Ketentuan Pasal 23 Undang Undang tentang Ciptaker mengatur rencana tata ruang wilayah Provinsi yang memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi; d. arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan e. arahan pengendalian pemanfaatan rutang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah Provinsi; d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor ; e. penetapan lokasi dan fungsi rLtang untuk investasi; dan f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
Mengenai jangka waktu rencana tata ruang wilayah Provinsi Undang-Undang tentang Ciptaker menentukan selama 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah Provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal rencana tata ruang wilayah Provinsi belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. 
Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah pusat. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. pemberian insentif dan disinsentif; dan c. pengenaan sanksi. 
Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Ciptaker mengatur penataan untuk ruang kawasan perdesaan diarahkan a. pemberdayaan masyarakat perdesaan; b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; c. konservasi sumber daya alam; d. pelestarian warisan budaya lokal; e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada: a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah Provinsi. 
Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang tentang Ciptaker mengatur bahwa dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang tentang Ciptaker mengatur mengenai penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha. 
Berdasarkan uraian tersebut maka ketentuan mengenai mengenai penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah yang terdapat dalam UU tentang Penataan Ruang dan perubahan beberapa dalam UUU tentang Ciptaker perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur.

G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur. 

Provinsi Jawa Timur pada mulanya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Propinsi Djawa Timur (UU 2/1950). UU 2/1950 pada saat itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah (UU 22 /1948) yang memberikan kewenangan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan menghapuskan pemerintahan daerah Karesidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun, dan Bodjonegoro dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut dan ditetapkan menjadi propinsi DJawa Timur. Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Timur berkedudukan di kota Surabaja yang oleh Presiden jika dalam keadaan luar biasa dapat dipindahkan ke lain tempat. DPRD Prropinsi Djawa Timur terdiri dari 70 orang anggota. Di dalam Pasal 3 ayat (2) diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 (UU 18/1950) yang menyatakan bahwa anggota-anggota DPRD Propinsi Djawa Timur yang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan meletakkan jabatannya bersama-sama pada 15 Juli 1955. Jumlah anggota DPRD kecuali anggota Kepala Daerah adalah 5 orang. 
Urusan rumah tanggan dan kewajiban lain berdasarkan UU 22/1948 adalah sebagai berikut: urusan umum, Pemerintahan Umum, Agraria, Pengairan Jalan dan Gedung, Pertanian Perikanan dan Koperasi, Kehewanan, Kerajinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian, Perburuah, Sosial, Pembagian (Distribusi), Penerangan, Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, Kesehatanm Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor, dan Perusahaan. Khusus untuk urusan Pemerintahan Umum ditambah mengenai pengawasan berjalannya peraturan yang mengenai keamanan termasuk kepolisian, dan kewarganegaraan, urusan hotel dan turisme. 
Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan yang dihapuskan menjadi milik Propinsi DJawa Timur yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya. Segala hutang piutang pemerintah karesidenan tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Peraturan-peraturan daerah karesidenan sebelum digantu dengan Peraturan Daerah Propinsi berlaku terus sebagai Peraturan Daerah Propinsi, dan peraturan peraturan tersebut tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya propinsi Jawa Timur. Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Didalam UU ini jiga ada lampiran mengenai urusan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Propinsi Jawa Timur yang terdiri atas: 
a. Lampiran A: terdiri atas : I Urusan Umum (Tata Usaha), II Urusan Pemerintahan Umum, III Urusan Agraria (Tanah), IV Urusan Pengairan Djalan DJalan dan Gedung Gedung, V Urusan Pertanian dan Perikanan, VI Urusan Kehewanan, VII Urusan Kerajinan Perdagangan Dalam Negeri Perindustrian dan Koperasi, VIII Urusan Perburuhan dan Sosial, IX Urusan pengumupunan bahan makanan dan pembagiannya, X Urursan Penerangan, XI Urusan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, XII Urusan Kesehatan, XIII Urusan Perusahaan. 

b. Lampiran B berisi tentang daftar jalan-jalan yang diserahkan kepada Provinsi Djawa Timur. 

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur pada prinsipnya memuat nilai-nilai filosofis hakikat makna otonomi daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD  NRI Tahun 1945.
Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara merupakan pilar penting untuk menciptakan suatu tatatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menjadikan segala aktifitas kehidupan harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila salah satunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur. Terdapat beberapa nilai Pancasila yang terkandung dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang ini di antaranya nilai Sila Ketiga Persatuan Indonesia dan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Penerapan nilai Sila Ketiga Pancasila dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu mewujudkan dan mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, sekaligus mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dikarenakan dengan pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Timur, akan timbul rasa kebanggaan untuk mencintai bangsa Indonesia melalui keberagaman yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya melalui rasa kebanggaan tersebut akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi dan karakteristik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang muaranya untuk memajukan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Filosofi ini juga sejalan dengan tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya penerapan nilai Sila Kelima Pancasila dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur adalah mengembangkan dan mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam bernegara. Hal ini mengandung pengertian bahwa RUU tentang Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memberikan hak dan kewajiban yang berimbang yang diberikan oleh negara kepada daerah melalui penerapan prinsip otonomi yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 yaitu otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dengan kata lain Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi, kondisi dan karakteristik daerahnya. 
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah ini disertai dengan desentralisasi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Prinsip desentralisasi dan sentralisasi urusan pemerintahan dalam NKRI berjalan seiring, untuk menciptakan check and balances dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, akan terjadi sinergi secara vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. 
Dengan demikian pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Timur secara filosofi dirasakan sangat penting untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara dan nilai-nilai Pancasila agar tercipta nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Landasan Sosiologis
Landasan Sosiologis pada intinya adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Tepat atau tidaknya rumusan suatu peraturan sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi rakyat. Oleh karena itu setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Propinsi Djawa Timur (UU Prov Jatim 1950) sudah berlaku selama lebih dari 72 tahun, sedangkan Republik Indonesia telah banyak mengalami perubahan di berbagai bidang antara lain, peraturan perundang-undangan, politik, ilmu pengetahuan teknologi dan informasi yang telah mengubah hubungan antar individu, hubungan antara warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan antara warga masyarakat, baik di suatu daerah maupun dengan daerah lainya.
UU Prov Jatim 1950 pada ketentuan menimgbang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Begitupun pula ketentuan mengingat yang masoh mendasarkan pada Maklumat Wakil Presiden yang saat ini sudah tidak ada lagi. Di dalam undang-undang tersebut, provinsi Jawa Timuyr hanya terbatas pada daerah Karesidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun, dan Bodjonegoro. Pengaturan mengenai DPRD Provinsi Jawa Timur hanya terdiri dari 75 orang anggota. Pengaturan mengenai urusan yang menjadi urusan pemerintah provinsi yang ada di Lampiran A dan di Lampiran B masih sangat sedikit dan belum terperinci, dan masih banyak tumpeng tindih dengan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat. Selain itu seluruh kalimat yang digunakan di dalam UU tersebut masih menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang lama yang tentu saja banyak kata atau kalimat yang mengalami perbedaan makna dan arti sebagaimana Bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan saat ini. 
Dibandingkan dengan kondisi terkini mengenai provinsi Jawa Timur sudah banyak mengalami perubahan. Secara administratif provinsi Jawa Timur saat ini terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kkab. Blitar, dan Kab. Nganjuk. Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan. Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri atas Sekretariat Daerah dengan 11 Biro dan Sekretariat DPRD, 20 Dinas, Inspektorat, 1 Badan, 12 Lembaga Teknis Daerah, 4 Lembaga lain, dan 5 Rumah Sakit Daerah. Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di antara 11100 Bujur Timur – 11404’ Bujur Timur dan 70 12’Lintang Selatan – 8048” Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.
Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km2. Jumlah penduduknya pada tahun 2010 mencapai 37.476.757 jiwa. (Database BPS Tahun 2010). Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, namun demikian, entitas di Jawa Timur lebih heterogen. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Umumnya Suku Jawa menganut agama Islam, sebagian menganut agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Jawa Timur memiliki kesenian dan kebudayaan yang khas, Reog dan Ludruk merupakan salah satu kesenian Jawa Timur yang sangat terkenal. Selain keseniannya yang begitu mendunia, kebesaran Jawa Timur juga tercermin dari aneka ragam budayanya. Antara lain karapan sapi, pacuan sapi yang hanya ada di Madura, yang diilhami dari petani membajak sawah dengan sapi yang merupakan kebiasaan masyarakat Madura. Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “JER BASUKI MAWA BEYA”, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.
 
Dengan demikian, UU Prov Jatim 1950 yang mendasari pembentukan Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga perlu penyesuaian dengan menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur secara khusus agar dapat dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang mengakomodasi potensi daerah, perkembangan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur.  
C. Landasan Yuridis 

Reformasi yang bergulir sejak pertengahan tahun 1998, telah berhasil menggantikan sistem pemerintahan “otoriter sentralistis” yang berlangsung selama tiga dekade pada era orde baru, menjadi sistem pemerintahan yang “demokratis desentralistis”, dengan pemberian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya. Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam wadah NKRI.
UU No. 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 dan diundangkan tanggal 4 Maret 1950 pada dasarnya memutuskan penghapusan Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bodjonegoro. Pada ketentuan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1950 Daerah Karisidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bodjonegoro ditetapkan menjadi Propinsi Djawa Timur. Selain menghapuskan Pemerintahan Daerah Karisidenan dan menetapkannya menjadi Propinsi Djawa Timur, UU No. 2 Tahun 1950 juga memutuskan pembubaran Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karisidenan-Karisidenan di Djawa Timur. Selanjutnya, UU No. 2 Tahun 1950 mengalami perubahan dengan ditetapkan dan diundangkannya UU No. 18 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950. 
Namun demikian, UU No. 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur juncto UU No. 18 Tahun 1950 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan setelah Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun 1945 sejak Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Terlebih pasca reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah beberapa kali diamandemen terakhir pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, melihat dasar hukum pembentukan UU tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur yang masih berdasarkan UUDS Tahun 1950 dan Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 Nomor X, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika legislasi yang berkembang sejak era reformasi. Selain itu, perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten/kota dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat daerah memiliki karakter dan kebutuhannya masing-masing.
Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan pembaharuan yang mengatur Provinsi Jawa Timur yang sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menempatkannya dalam kerangka NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. NKRI terbagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota maka pengaturannya mengacu pada ketentuan dalam Bab VI UUD NRI Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B, sebagai berikut: 

Pasal 18 ayat (1) 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 ayat (2) 

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. 

Pasal 18 ayat (3) 

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. 

Pasal 18 ayat (4) 

“Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 

Pasal 18 ayat (5) 

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas–luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. 

Pasal 18 ayat (6) 

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

Pasal 18 ayat (7) 

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”.

Pasal 18 A ayat (1) 

“Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Pasal 18 A ayat (2) 

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang– undang”. 

Pasal 18 B ayat (1) 

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 

Pasal 18 B ayat (2) 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sebagai pelaksanaan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945, telah disahkan dan diundangkan UU tentang Pemerintahan Daerah. UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara komprehensif mengenai pokok-pokok pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

a.
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah;

b.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c.
Urusan pemerintahan;

d.
Peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;

e.
Penataan daerah;

f.
Perangkat daerah;

g.
Keuangan daerah;

h.
Peraturan daerah; dan

i.
Inovasi daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31, UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penataan daerah sebagai pelaksanaan dari desentralisasi melalui pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan penyesuaian daerah. Sehubungan dengan hal itu, UU tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur harus segera disesuaikan agar dapat mengikuti dan selaras dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan pembaharuan hukum di Indonesia.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG 
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Adapun jangkauan dari RUU ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur.  

Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain akan mengatur mengenai:

1. Definisi dari Provinsi Jawa Timur;

2. Tanggal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

3. Cakupan Wilayah, Ibukota, dan Karakteristik ProvinsiJawa Timur; dan 

4. Ketentuan Penutup yang didalamnya berisi mencabut ketentuan di dalam pembentukan provinsi Jawa Timur yang diatur di dalam uu yang terdahulu dan status peranturan yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 1950. 
Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibukota Provinsi Jawa Timur, karateristik Provinsi Jawa Timur, pembangunan Provinsi Jawa Timur (perencanaan pembangunan, pendekatan pembangunan, prioritas pembangunan, pola pembangunan, pembangunan perekonomian, industri, dan investasi, dan pembangunan sektor lain), kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.
B. Ruang lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum memuat nomenklatur yang penting dalam RUU yang membutuhkan pengertian dan definisi, antara lain:

a. Provinsi Jawa Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.
b. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Pengaturan mengenai pembentukan Provinsi Jawa Timur dalam undang-undang ini mengatur bahwa tanggal 4 Maret 1950 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor …).
2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Provinsi Jawa Timur 
Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 9 (sembilan) kota, yaitu:

a. Kabupaten Madiun;

b. Kabupaten Magetan;

c. Kabupaten Ngawi;
d. Kabupaten Ponorogo;

e. Kabupaten Trenggalek;

f. Kabupaten Tulungagung;

g. Kabupaten Pacitan;
h. Kabupaten Kediri; 
i. Kota Madiun;

j. Kota Kediri;

k. Kabupaten Bojonegoro;

l. Kabupaten Lamongan;

m. Kabupaten Tuban;

n. Kabupaten Jombang;

o. Kabupaten Mojokerto;

p. Kabupaten Gresik;

q. Kabupaten Nganjuk;

r. Kota Mojokerto;
s. Kabupaten Malang;

t. Kabupaten Pasuruan;

u. Kabupaten Sidoarjo;
v. Kabupaten Blitar;

w. Kota Blitar;

x. Kota Malang;

y. Kota Batu;

z. Kota Pasuruan;

aa. Kota Surabaya;
ab. Kabupaten Pamekasan;

ac. Kabupaten Bangkalan;

ad. Kabupaten Sampang;

ae. Kabupaten Sumenep;

af. Kabupaten Jember;

ag. Kabupaten Lumajang;

ah. Kabupaten Bondowoso;

ai. Kabupaten Situbondo;

aj. Kabupaten Probolinggo;

ak. Kabupaten Banyuwangi; dan
al. Kota Probolinggo.
Ibu kota Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Kota Surabaya.  Provinsi Jawa Timur memiliki karakter kewilayahan yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati, pertanian, perikanan, peternakan, dan maritim yang dilindungi oleh pemerintah. Provinsi Jawa Timur memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.
3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pembangunan dan/atau pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam ketentuan penutup ini ditegaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur; dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat undang-undang ini berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP 
A. Simpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UU No. 2 Tahun 1950 merupakan undang-undang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;

b) Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X; dan

c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
Mengingat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan UU No. 2 Tahun 1950 banyak yang sudah mengalami perubahan bahkan ada yang sudah tidak berlaku lagi maka UU No. 2 Tahun 1950 perlu diubah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya tersebut. Selain itu terdapat 2 (dua) judul undang-undang yang berbeda dengan nomor dan tahun yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 yang mengatur tentang  Menetapkan Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Dan Berita Negara R.I.S. Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Undang Undang Federal Dan Pengumuman Pemerintah. 

Provinsi Jawa Timur memiliki karakter kewilayahan yang kaya akan sumber keanekaragaman hayati, pertanian, perikanan, peternakan, dan maritim yang dilindungi oleh pemerintah.

Provinsi Jawa Timur memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang secara umum memiliki karakter religius sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.
2. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait yakni mengevaluasi dan menganalisis UUD NRI Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2017, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 26 Tahun 2007, dan UU No. 2 Tahun 1950. 
3. Pembuatan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada 3 (tiga) landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam RUU tentang Provinsi Jawa Tengah ini yaitu bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan Provinsi Jawa Timur harus diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur; bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
4. Jangkauan RUU tentang Provinsi Jawa Tengah adalah pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur.  Selanjutnya arah pengaturan dari RUU ini, antara lain akan mengatur mengenai:
a) Definisi dari Provinsi Jawa Timur;

b) Tanggal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

c) Cakupan Wilayah, Ibukota, dan Karakteristik ProvinsiJawa Timur; dan 

d) Ketentuan Penutup yang didalamnya berisi mencabut ketentuan di dalam pembentukan provinsi Jawa Timur yang diatur di dalam uu yang terdahulu dan status peranturan yang dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 1950. 
Materi muatan pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Jawa Timur antara lain: Ketentuan umum, Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Provinsi Jawa Tengah, dan Ketentuan Penutup. 
B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan untuk melakukan penyusunan RUU tentang Provinsi Jawa Timur dan diharapkan Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Jawa Timur ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. 
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